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IMPLIKASI HUKUMNYA, Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum., Diah Pawestri Maharani, 
S.H., M.H. 
 
Pada skripsi ini penulis mengangkat mengenai permasalahan eksistensi 
telemedicine di Indonesia beserta dengan implikasinya. Penelitian ini 
dilatarbelakangi dengan penyebaran penduduk yang tidak merata dan tidak 
berimbang dengan luas wilayah sehingga memberikan dampak terhadap 
pemerataan pelayanan kesehatan. Guna untuk mengatasi permasalahan tersebut 
maka diadakanlah pelayanan kesehatan dari jarak jauh yang disebut dengan 
telemedicine tanpa mengharuskan dokter memeriksa pasien secara langsung. 
Namun disamping dari manfaat yang diperoleh dari penggunaan telemedicine 
perlu pula disadari bahwa penggunaan telemedicine juga berpotensi 
menimbulkan berbagai problema hukum. Maka dari itu dibutuhkan ketentuan 
nasional tentang telemedicine sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi 
praktisi kesehatan maupun masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan 
telemedicine.  
 
Berdasarkan hal diatas tersebut, peneliti membuat skripsi ini dengan mengangkat 
rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: (1) Apakah dasar hukum 
berlakunya telemedicine di Indonesia? (2) Bagaimana implikasi hukum dalam 
pelayanan telemedicine di Indonesia?  
 
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah 
Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang 
akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang dasar hukum dari telemedicine, 
perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan, tanggung jawab terhadap 
tindakan yang dilakukan oleh dokter, mengenai rahasia rekam medis pasien, dan 
lain sebagainya yang nantinya akan dijabarkan dalam penelitian ini. 
 
Adapun hasil penelitian singkat pada penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan 
telemedicine di Indonesia masih memiliki banyak kendala dari sisi etik dan 
hukum. Perkembangan telemedicine pun masih belum berjalan selaras dengan 
regulasi yang dibuat. Dari sisi etika yang mengacu pada prinsip-prinsip bioetika 
memungkinkan untuk membahayakan keselamatan pasien karena dokter tidak 
melakukan pemeriksaan secara langsung pada pasien. Tak hanya itu saja, tetapi 
disisi lain telemedicine juga membahayakan posisi dokter karena semakin banyak 
beredarnya tuntutan malpraktik. Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum cukup 
sebagai pedoman pelaksanaan telemedicine di Indonesia, karena turan yang ada 
di dalamnya tidak cukup terperinci. (2) Munculnya telemedicine dikalangan 
masyarakat tidak hanya dapat mengurangi jarak dan mempersingkat waktu 
tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan hukum yang umumnya meliputi 
penyerahan lisensi, hak privasi pasien serta rahasia rekam medis elektronik 
pasien, pedoman serta tata cara klinis, tanggung jawab dari seorang dokter, juga 
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In this thesis, the author raises the issue of the existence of telemedicine in 
Indonesia and its implications. This research is motivated by the uneven 
distribution of the population and is not balanced with the area so that it has an 
impact on the distribution of health services. In order to overcome these 
problems, remote health services are called telemedicine without requiring 
doctors to examine patients directly. However, apart from the benefits derived 
from the use of telemedicine, it should also be realized that the use of 
telemedicine also has the potential to cause various legal problems. Therefore, 
national provisions on telemedicine are needed so that they can provide legal 
certainty for health practitioners and the public who use telemedicine health 
services. 
 
Based on the above, the researcher made this thesis by raising the formulation 
of the problem in the study as follows: (1) What is the legal basis for the 
application of telemedicine in Indonesia? (2) What are the legal implications of 
telemedicine services in Indonesia? 
 
To answer this question, the research method used is normative juridical law 
research. This research was conducted by examining library materials or 
secondary data related to the problems to be discussed in this study, namely the 
legal basis of telemedicine, legal protection for injured patients, responsibility for 
actions taken by doctors, regarding the confidentiality of patient medical records, 
and so on which will be described in this study. 
 
The results of this brief research are: (1) The implementation of telemedicine in 
Indonesia still has many obstacles in terms of ethics and law. The development 
of telemedicine is still not in line with the regulations made. From an ethical 
perspective, referring to bioethical principles, it is possible to endanger patient 
safety because doctors do not directly examine patients. Not only that, but on 
the other hand, telemedicine also endangers the position of doctors because of 
the increasing number of malpractice claims. Regulation of the Minister of Health 
Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine among 
Health Service Facilities is not sufficient as a guideline for implementing 
telemedicine in Indonesia, because the rules in it are not detailed enough. (2) 
The emergence of telemedicine among the public can not only reduce distances 
and shorten time but can also cause legal problems which generally include the 
submission of licenses, patient privacy rights and confidentiality of patient 
electronic medical records, clinical guidelines and procedures, the responsibility 








A. Latar Belakang 
Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat berarti serta wajib 
terpenuhi didalam kehidupan setiap manusia. Pembangunan kesehatan 
merupakan salah satu usaha pembangunan nasional yang diarahkan 
untuk tercapainya suatu kesadaran, kemauan, dan kapabilitas untuk 
menerapkan hidup sehat bagi setiap manusia.1 Terpenuhinya keperluan 
tersebut dapat menjadikan manusia hidup dengan lebih produktif untuk 
menjalankan kegiatan sehari-harinya serta dapat menghasilkan hal-hal 
yang bermanfaat bagi kehidupannya. Kesehatan sendiri juga merupakan 
aspek penting dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur 
kesentosaan yang wajib diwujudkan, sesuai dengan keinginan bangsa 
Indonesia sebagai halnya dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 
(UUD 1945). 
Setiap manusia memiliki hak yang sama dalam memperoleh derajat 
kesehatan yang optimal untuk hidup dengan sejahtera secara lahir dan 
batin juga terbebas dari rasa sakit. Selain itu, kesehatan juga menjadi 
salah satu bagian yang sangat krusial dari Hak Asasi Manusia (HAM), 
seperti halnya yang telah dijabarkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 November 1948. 
Deklarasi HAM Pasal 25 Ayat 1 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak 
atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan 
dirinya sendiri dan keluarganya.” Hak-hak tersebut dapat terpenuhi 
dengan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup manusia dalam 
bidang kesehatan, karena pada dasarnya upaya untuk meningkatkan 
kualitas kesehatan seseorang dibutuhkan suatu usaha yang sangat luas 
 
1  Soejoeti, Konsep Sehat, Sakit dan Penyakit Dalam Konteks Sosial Budaya, Cermin 
Dunia Kedokteran, Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan 





dan menyeluruh. Usaha tersebut mencakup peningkatan kesehatan 
masyarakat baik secara fisik maupun non fisik.2  
Dalam kehidupan sehari-hari agar dapat meningkatkan hidup sehat, 
butuh adanya tindakan atau upaya yang wajib dilakukan. Menurut Pasal 1 
ayat (11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(selanjutnya disingkat UU Kesehatan) upaya kesehatan adalah:  
“setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan 
secara terpadu, terintregrasi dan berkesinambungan untuk 
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, 
pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah 
dan/atau masyarakat.”  
Salah satu cara untuk meningkatkan upaya kesehatan yaitu dapat 
dilakukan dengan upaya penyembuhan dari suatu penyakit yang diderita 
(kuratif), upaya tersebut dapat dilakukan masyarakat dengan 
menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh 
lapisan masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan fasilitas 
pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan 
untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, 
prefentif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah 
pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.3  
Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada 
pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan umumnya banyak 
dilakukan di berbagai rumah sakit, klinik, puskesmas, dan di berbagai 
jenis fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Untuk melakukan upaya 
kesehatan pasien dapat mengunjungi tempat pelayanan kesehatan, 
selanjutnya pasien dapat bertemu dengan dokter untuk melakukan 
anamnesis. Anamnesis merupakan pertemuan antara dokter dengan 
pasien untuk memperoleh informasi dasar sakit – penyakit pasien yang 
dilakukan dengan wawancara, dalam kerangka tindak lanjut pengelolaan 
 
2  Siti Komariah, Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 06/Pid.Sus/2011/PN Malang 
Tentang Perkara Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memilikii Ijin Edar, Tesis 
tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2013, hlm 17. 
3  Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara 






yang adekuat.4 Kemudian setelah melakukan anamnesis, dokter akan 
meminta izin untuk melakukan tindakan pemeriksaan fisik. 
Pemeriksaan dapat dilakukan melalui empat prinsip cardinal yaitu 
dengan cara melihat (inspeksi), meraba (palpasi), mengetuk (perkusi) 
dan mendengarkan (auskultasi), dan dapat ditambah dengan yang kelima 
yaitu membau (smelling).5 Setelah itu, selanjutnya dokter dapat 
melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium, 
setelah itu barulah dokter dapat menyimpulkan atau mendiagnosis sakit 
pasien dengan ilmu kedokteran yang dimilikinya sebagaimana telah 
termuat dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Kedokteran.6 
Dewasa ini kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan telah 
berkembang dengan sangat pesat. Setelah seiring berjalannya waktu 
serta perkembangan tekonologi dan pengetahuan yang semakin hari 
semakin maju, muncul fenomena terbaru yang merupakan sebuah 
keterkaitan dari kemuajuan teknologi dan informasi, yaitu dengan 
ditandai adanya interconnected network (internet) yang membuat 
manusia dapat berkomunikasi tanpa menggunakan kertas (paperless 
document).7 Kemajuan yang terjadi dalam bidang teknologi dan informasi 
tersebut memberikan dampak positif dan negative bagi manusia, ada 
yang bersifat membantu dan ada juga yang bersifat merugikan apabila 
manusianya tidak menggunakan secara berhati-hati. Saat ini terdapat 
suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan sebutan hukum siber atau 
hukum telematika atau cyber law, secara internasional cyber law 
digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi.8 Dengan dibentuknya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik seperti mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 
 
4  Margarita Rehatta, Pedoman Keterampilan Medik 2, Airlangga University Press, Surabaya, 
2020, hlm 2. 
5  Sugiarto. dkk, Buku Manual Keterampilan Klinis: Dasar Pemeriksaan Fisik, Kementrian 
Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017, hlm 26. 
6  Atmodjo, Djoti, 2015, Standar Pelayanan Kedokteran (online), 
https://www.scribd.com/doc/258085955/SPO-Pelayanan-Kedokteran, 4 Februari 2020. 
7  Ela Laela Fakhriyah, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata, Alumni, 
Bandung, 2009, hlm 4. 






Tahun 2016 (UU ITE) berfungsi sebagai payung hukum bagi seluruh 
pengaturan yang berhubungan dengan ruang siber.  
Dalam hal kemajuan teknologi dan informasi ilmu bidang kesehatan 
pun telah didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, 
perkembangan tekonologi yang terjadi turut mempengaruhi pelayanan 
professional di bidang kesehatan yang semakin hari semakin 
berkembang. Kemajuan teknologi di dalam segala aspek bidang 
kesehatan sangat berdampak kepada kebutuhan manusia pada bidang 
kesehatan. Terdapat suatu jenis pelayanan kesehatan baru dalam bidang 
kesehatan yang muncul karena dampak dari kemajuan di bidang 
teknologi, yaitu Telemedicine.  
Telemedicine merupakan praktek kedokteran dari jarak jauh di mana 
tindakan, keputusan-keputusan diagnostic dan pengobatan, serta 
rekomendasi didasarkan atas data, dokumen, dan informasi lain yang 
ditransmisikan melalui sistem telekomunikasi.9 Salah satu contoh bagian 
pelayanan dari Telemedicine adalah telekonsultasi klinis, yaitu merupakan 
pelayanan kesehatan yang dilakukan secara jarak jauh untuk membantu 
menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan atau saran 
tata laksana.10 Contoh dari telekonsultasi klinis yaitu dengan adanya 
layanan aplikasi kesehatan berbasis online dengan diadakannya aplikasi 
kesehatan berbasis online dokter dapat berkonsultasi dengan pasien yang 
sedang mengidap suatu penyakit dan bahkan dokter dapat mendiagnosis 
kondisi pasien tanpa harus bertatap muka secara langsung dan tanpa 
pemeriksaan fisik atau bahkan merabanya, selain itu pasien juga dapat 
membeli obat secara langsung dari aplikasi kesehatan berbasis online, 
karena beberapa aplikasi tersebut memiliki layanan Pharmacy Delivery, 
pasien dapat membeli obat dengan menggunakan anjuran dari dokter 
yang memeriksa dan mendiagnosis pasien yang bersangkutan, lalu 
setelah itu obat akan dikirim menggunakan jasa titipan kilat. 
Beberapa contoh mengenai aplikasi layanan kesehatan berbasis 
online yang menerapkan system telekonsultasi klinis yaitu adalah 
 
9  Ratna Suprapti Samil, Etika Kedokteran Indonesia, Yayasan Bina Pustaka Sarwono 
Prawirohardjo, Jakarta, 2001, hlm 72. 
10  Pasal 3 ayat 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 





Alodokter dan Halodoc yang memberikan layanan kesehatan dengan 
memanfaatkan tekonologi dan informasi. Melalui media online pula, 
konsumen dapat mengakses barang dan/atau jasa yang dicari dengan 
informasi yang telah disajikan oleh pelaku usaha tanpa harus bertatap 
muka secara langsung dengan pelaku usaha yang bersangkutan.11 
Dengan kata lain aplikasi layanan kesehatan berbasis online tersebut 
dapat melangsungkan konsultasi serta transaksi secara elektronik dengan 
menggunakan computer, smartphone, dan media elektronik lainnya. 
Proses pembelian serta pembayaran obat pun dilakukan melewati jasa 
transaksi pembayaran elektronik dan pengiriman kilat tanpa harus 
bertatap muka antara dokter dengan pasien. 
Latar belakang diciptakan telemedicine ialah agar masyarakat dapat 
lebih mudah untuk mendapatkan informasi kesehatan melalui media 
elektronik dan komunikasi tersebut, sehingga mampu memberikan solusi 
terhadap pelayanan kesehatan yang terbatas pada lingkup geografis dan 
waktu, serta diharapkan mampu memperkenalkan layanan dan fasilitas 
kepada lingkup masyarakat yang lebih luas melalui media internet.12  Di 
sisi lain dengan adanya layanan ini dapat mempermudah proses 
pemberian pelayanan dan upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter 
ataupun pasien karena tidak adanya batasan jarak, akan tetapi di sisi lain 
aplikasi layanan telemedicine tersebut pada saat proses pemeriksaan 
dokter terhadap pasien hanya dapat dilakukan secara online yang berarti 
tidak bertatap muka secara langsung dan hanya menggunakan perangkat 
internet sebagai media penghubung. Tanpa kita sadari dengan 
berjalannya proses pemeriksaan seperti hal tersebut dapat menimbulkan 
berbagai permasalahan yang terjadi akibat praktik kedokteran secara 
online tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan pelaksanaanya 
dapat terjadi kesalahan medis atau kesalahan diagnosis terhadap pasien. 
 
11  Widi Nugrahaningsih, et.al., Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online, Vol. 11, No. 01, 2017, hlm 
27. 
12  Vitri Tundjungsari, Aplikasi Klinik Kesehatan Berbasis Web (online), Konferensi dan 






Diagnosis adalah istilah yang menunjuk pada nama penyakit yang 
ada pada pasien yang perlu dirumuskan (ditentukan) oleh dokter.13 
Karena besarnya presentase kemungkinan terjadinya kesalahan 
pendiagnosaan di dalam pelayanan praktik kedokteran secara online oleh 
dokter kepada pasien, hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang 
perlu dihadapi untuk kemajuan di bidang kesehatan. Dokter seharusnya 
dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan diagnosis 
oleh dokter, karena pada umumnya setiap orang harus bertanggung 
jawab terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang mereka lakukan.14 
Oleh karena itu aplikasi kesehatan yang menjalankan upaya 
kesehatan via dunia maya atau cyberspace dengan memanfaatkan 
jaringan internet sangat menarik untuk diteliti. Pelayanan kesehatan 
tersebut dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung dengan dokter 
sehingga hal tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat luas. 
Namun di sisi lain seiring berkembangnya teknologi dan informasi serta 
semakin majunya bidang kesehatan tersebut tidak diikuti dengan 
perkembangan hukum untuk mengatur kemajuan tersebut, sehingga 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai hal 
tersebut.  
Berdasarkan uraian keadaan serta permasalahan yang telah 
dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang “EKSISTENSI TELEMEDICINE DI INDONESIA DAN 










13  Daldiyono Hardjodisastro, Menuju Seni Ilmu Kedokteran: Bagaimana Dokter Berpikir, 
Bekerja, dan Menampilkan Diri, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 49. 
14  Anny Isfandyarie, Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I, Prestasi 
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Tahun 2008 tentang 
Informasi dan 
Transaksi Elektronik / 
Tahun 2013 
pertanggungjawaban hukum 
dokter yang melakukan 
pelayanan kesehatan pada 
klinik online apabila terjadi 
kerugian terhadap pasien 
berdasarkan Undang-Undang 
Kesehatan dan Undang-
Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik? 
3. Tantri Naisyah 





Dokter Yang Melakukan 
Pelayanan Kesehatan 
Secara online / Tahun 
2017 
1. Bagaimana keabsahan 
perjanjian pemberian 
pelayanan kesehatan dokter 
secara online? 
2. Bagaimana perlindungan 
hukum bagi pasien yang 
melakukan pelayanan 
kesehatan secara online? 
 
 
Untuk mencegah terjadinya keserupaan dalam pembahasan dengan 
penelitian yang sudah ada sebelumnya, maka penulis akan memaparkan ulasan 
dan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Barton Evredi Sihombing mahasiswa 
Universitas HKBPN Nommensen dengan judul; “Tinjauan Hukum Atas Pelayanan 
Praktik Kedokteran dengan Layanan Klinik Secara Online”. Dalam penelitiannya 
membahas tentang keberadaan pelayanan praktik kedokteran secara online 
berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dikaitkan dengan Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pertanggungjawaban dokter secara 
hukum apabila terjadi kerugian yang dialami oleh pasien ditinjau dari 
KUHPerdata, KUHPidana, dan Undang-Undang Administrasi. 
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Teguh Megantara Saputra mahasiswa 
Universitas Padjajaran dengan judul; “Layanan Klinik Online Dihubungkan 





2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik”. Dalam penelitiannya membahas tentang 
kedudukan hukum klinik online berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pertanggungjawaban 
hukum dokter apabila terjadi kerugian terhadap pasien berdasarkan Undang-
Undang Kesehatan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tantri Naisyah Suginda mahasiswi 
Universitas Katolik Parahyangan dengan judul; “Pertanggungjawaban Terhadap 
Kesalahan Pendiagnosaan Bagi Dokter Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan 
Secara Online”. Dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana keabsahan 
perjanjian pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara 
online, serta perlindungan hukum bagi pasien yang melakukan pelayanan 
kesehatan secara online. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan dalam latar belakang diatas, maka 
dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah dasar hukum berlakunya pelayanan telemedicine di Indonesia?  
2. Bagaimana implikasi hukum telemedicine dalam pelayanan kesehatan di 
Indonesia? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Maksud serta tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui apa dasar hukum berlakunya pelayanan telemedicine di 
Indonesia. 
2. Untuk menganalisis implikasi hukum telemedicine dalam pelayanan 
kesehatan di Indonesia. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara 
teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 





Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah pemahaman serta 
wawasan mengenai ilmu hukum khususnya hukum kesehatan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Penyelenggara Layanan Kesehatan dan Dokter 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi rujukan dan 
informasi ilmiah untuk penyelenggara layanan kesehatan, khususnya 
dokter untuk mengkaji dan menelaah lebih lanjut mengenai wawasan 
tentang dasar hukum berlakunya telemedicine. 
b. Bagi Mahasiswa 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menambah khasanah 
kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai referensi 
terhadap penelitian sejenis kajian-kajian berikutnya. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Yuridis-Normatif, 
penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu penelitian yang difokuskan pada 
tujuan untuk mengkaji penerapan suatu kaidah-kaidah atau norma-norma dalam 
hukum positif. 15 Penelitian normative mencakup tentang penelitian terhadap 
asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.16 
Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,17 yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana 
perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan, serta tanggung jawab terhadap 
tindakan yang dilakukan oleh dokter yang mengakibatkan kesalahan diagnosis. 
 
2. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu 
metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan 
 
15  Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 
2011, hlm 295. 
16  Soerjono Soekanto, Op.Cit. 
17  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 





perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta 
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.18 
 
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
a) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan 
otoratif.19 Dalam penulisan ini bahan hukum primer merupakan bahan 
hukum yang mempunyai sifat mengikat. Bahan hukum primer yang 
digunakan adalah: 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
a. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
b. Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
c. Pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen 
4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran 
5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan 
6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik 
7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan 
Praktik Kedokteran 
 
18  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencan, Jakarta, 2005, hlm 95. 
19  Mukti Fajar dkk, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, 





10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan 
Kedokteran 
11) Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 
 
b) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-
bukuk teks (textbooks) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, 
jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, 
yurisprudensi, serta hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan 
topik penelitian. 20 Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain yaitu bukti-bukti literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-
jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. 
 
c) Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier yaitu merupakan suatu bahan yang dapat 
memberikan petunjuk ataupun suatu penjelasan atas bahan hukum primer 
maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya surat 
kabar, internet, kamus hukum, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
 
d) Bahan Non Hukum 
Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan 
digunakan penulis dalam penelitian, penulis juga akan menggunakan bahan-
bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk 
memperkuat argumentasi penulis mengenai isu hukum yang sedang dibahas 
sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Disisi lain apabila 
bahan non hukum digunakan dalam penelitian, sangat disarankan untuk tidak 
menggunakan bahan non hukum secara dominan, karena akan mengurangi 
makna penelitiannya sebagai penelitian hukum. 
 
 
20  Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, 





4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 
Metode Teknik penelusuran bahan hukum dalam penulisan penelitian ini 
melalui cara studi kepustakaan (library research). Yang imaksud dengan library 
research sendiri ialah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode 
pengumpulan data pustaka, membaca serta mencatat dan mengolah bahan 
penelitiannya. Hal ini merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber 
perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. 21 Teknik ini digunakan 
karena penulis merasa bahwa pentingnya akan bahan sumber hukum yang 
digunakan dalam penulisan ini alangkah baiknya bersumber dari kepustakaan, 
yaitu dengan mempelajari buku-buku referensi terdahulu untuk membantu 
proses penulisan. 
Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan dengan 
harapan dapat memperoleh data sekunder dengan membaca, mencatat, serta 
mengutip dari berbagai macam literartur, peraturan perundang-undangan, buku-
buku, dan bahan tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang 
dibahas di dalam penulisan. 
 
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif-kualitatif. 
Setelah memperoleh bahan hukum yang diperlukan, kemudian dianalisis dengan 
menggunakan cara yang pertama yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan suatu 
kronologis kejadian berdasarkan pada kasus yang sedang dikaji. Tahap kedua 
yaitu menjalankan analisa pada status dan kedudukan hukum terhadap layanan 
kesehatan berbasis online . Tahap ketiga yaitu melakukan penafsiran akan bahan 
hukum yang telah dikumpulkan. Teknik interpretasi yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan interpretasi gramatikal, karena ketika menggunakan 
interpretasi tersebut dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam 
peraturan ditafsirkan dengan menggunakan Bahasa umuum sehari-hari.  
 
 






6. Definisi Operasional 
Definisi Operasional merupakan unsur penelitian terpaut oleh variable yang 
ada di dalam judul penelitian atau yang terliput dalam paradigma penelitian 
sesuai dengan hasil perumusan masalah. 
a) Eksistensi 
Yaitu merupakan suatu keberadaan atau keadaan yang mengandung 
unsur bertahan. Dalam hal ini penulis ingin menjelaskan bagaimana 
eksistensi telemedicine. 
b) Telemedicine 
Telemedicine merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi yang dikombinasikan dengan ahli kesehatan untuk 
memberikan layanan kesehatan, dimulai dari konsultasi, serta diagnosa, 
tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. 
c) Pasien 
Pasien adalah seseorang yang memakai jasa pelayanan dalam 
bentuk pekerjaan ataupun prestasi yang telah disiapkan untuk orang-
orang yang membutuhkan dalam kaitannya dalam bidang kesehatan. 
d) Dokter 
Menurut World Health Organization (WHO) Dokter adalah 
penyelenggara pelayanan kesehatan yang mempraktekkan profesi 
pengobatan, terutama mempromosikan, menjaga atau mengembalikkan 
kesehatan manusia melalui studi, diagnosis, dan pengobatan penyakit, 
cedera dan kelainan fisik serta mental yang lainnya.22 
e) Layanan Kesehatan Online 
Merupakan layanan pengobatan yang telah meliputi semua bentuk 
pengobatan hanya dengan menggunakan media, yaitu di mana pasien 
dan dokter bisa berkomunikasi dengan jarak jauh untuk melakukan 
pemeriksaan dan konsultasi hanya dengan menggunakan layanan 
kesehatan berbasis online tersebut. 
f) Implikasi Hukum 
Menurut KBBI, implikasi merupakan keterlibatan atau keadaan 
terlibat. Dalam kaitan dengan focus penelitian ini makna implikasi 
 





hukum yang dimaksudkan adalah keterlibatan atau ketertautan 




































A. Tinjauan Umum tentang Eksistensi 
a) Pengertian Eksistensi 
Pengertian eksistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
yaitu adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. 
Namun menurut Abidin Zaenal eksistensi adalah: 
“Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau 
mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yaitu 
existere, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi 
eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau 
kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, 
tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-
potensinya”. 23 
Dalam buku kamus ilmiah definisi dari kata eksistensi sendiri yaitu suatu 
keberadaan wujud yang tampak. Namun eksistensi sendiri juga dapat 
diartikan sebagai keberadaan, dimana keberadaan yang dimaksud adalah 
adanya pengaruh atas ada atau tidaknya sesuatu yang diusahakan. 
Eksistensi juga melambangkan pembuktian akan hasil kerja (performa) di 
dalam suatu kejadian. Eksistensi juga memiliki arti sebagai keberadaan yang 
(selain diakui oleh diri sendiri) diakui juga oleh orang lain. Latin Existere 
merupakan asal kata dari kata eksistensi, dari ex yang memiliki arti keluar, 
dan sitere yang berarti membuat berdiri.24 Yang memiliki interpretasi apa 
yang ada, apa yang memiliki aktualitas, apa yang dialami. Konsep ini 
menekankan bahwa sesuatu itu ada. Dalam konsep eksistensi, satu-satunya 
aspek yang membedakan setiap hal yang ada dan tiada ialah fakta. Setiap 
hal yang ada itu memiliki eksistensi atau ia adalah suatu eksisten. Namun, 
pada penelitian ini, konsep eksistensi yang dikaji berkaitan dengan sudut 




23  Zainal Abidin, Analisis Eksistensial, Sebuah Pendekatan Alternatif untuk Psikologi 
dan Psikiatri, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 33. 
24  Maritfa Nika Andriani & Mohammad Mukti Ali, Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota 
Surakarta, Jurnal Teknik PWK, Volume 2, No. 2, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, 





B. Tinjauan Umum tentang Telemedicine 
a) Pengertian Telemedicine 
Secara umum telemedicine ialah layanan kesehatan yang diberikan 
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang 
digabungkan dengan kepakaran medis, mulai dari konsultasi, diagnosa serta 
tindakan medis, serta pertukaran data medis dan diskusi ilmiah tanpa 
terbatas ruang atau dilakukan dari jarak jauh.25 Berdasarkan pengertian 
yang sudah dijabarkan di atas, dapat dipahami bahwa cakupan telemedicine 
cukup luas, meliputi penyediaan pelayanan kesehatan jarak jauh (termasuk 
klinis, pendikakan dan pelayanan administrasi), melalui transfer informasi 
yang berupa video, suara, grafik dan gambar secara interaktif yang 
dilaksanakan secara real time dengan mengintegrasikannya ke dalam 
teknologi pendukung video-conference dan melibatkan dokter, pasien dan 
pihak-pihak lain.26 Termasuk sebagai teknologi pendukung telemedicine 
adalah teknologi pengolahan citra untuk menganalisis citra medis.27 
Secara sederhana, telemedicine sesungguhnya telah diaplikasikan ketika 
terjadi diskusi antara dua dokter membicarakan masalah pasien lewat 
telepon.28 Tujuan dari telemedecine sendiri ialah mengusahakan 
terjangkaunya pelayanan kesehatan secara menyeluruh di seluruh populasi 
negara, selain itu juga untuk mengembangkan mutu pelayanan terutama 
yang berada di daerah terpencil dan penghematan biaya dibandingkan 
dengan cara konvensional. Telemedicine juga diperuntukkan untuk 
mengurangi rujukan ke dokter atau pelayanan kesehatan yang berada di 
kota-kota besar, sarana Pendidikan kedokteran serta untuk kasus-kasus 
darurat. Perluasan manfaat telemedicine bisa menjangkau daerah-daerah 
bencana, penerbangan jarak jauh, dan bagi wisatawan asing yang sedang 
 
25  Arman Anwar, Aspek Hukum Penggunaan Telemedicine, Fakultas Hukum Universitas 
Pattimura, Ambon, 2013, hlm 5. 
26  Mohammad Jamil, dkk., Implementasi Aplikasi Telemedicine Berbasis Jejaring Sosial 
Dengan Pemanfaatan Teknologi Cloud Computing, Jurnal Edukasi dan Penelitian 
Informatika (JPEN), Vol. 1, No.1, Fakultas Teknik Universitas Khairun, Maluku Utara, 2011, 
hlm 1. 
27  Sri Kusumadewi, dkk, Informatika Kesehatan, Graha Ilmu dan Rumah Produksi 
Informatika, Yogyakarta, 2009, hlm 41. 
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berada di daerah wisata.29 Gagasan yang sama juga dikemukakan oleh 
Soegijardjo Soegijoko, yaitu bahwa telemedika atau telemedicine yaitu 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tergolong pula elektronika, 
tele-komunikasi, computer, informatika untuk men-transfer (mengirim 
dan/atau menerima) informasi kedokteran, guna untuk meningkatkan 
pelayanan klinis (diagnosa dan terapi) serta Pendidikan. Kata “tele” dalam 
Bahasa Yunani memiliki arti: jauh, pada suatu jarak, sehingga telemedika 
dapat diartikan sebagai pelayanan kedokteran, meskipun dipisahkan oleh 
jarak.30 
 
b) Tipe Praktek Telemedicine 
Telemedicine dapat digambarkan sebagai dua orang professional di 
bidang kesehatan yang saling berdiskusi satu sama lain dari jarak yang jauh 
secara real time. Dua orang tersebut membutuhkan alat komunikasi seperti 
telepon, maupun teknologi yang lebih canggih seperti teknologi satelit dan 
peralatan video conference untuk melakukan diskusi tersebut. Secara umum, 
telemedicine mengacu pada pemanfaatan alat komunikasi dan teknologi 
informasi untuk mengirim perawatan kesehatan. 
Pemanfaatan telemedicine sangat tergantung pada tipe praktek 
telemedicine. Tipe atau bentuk praktek Telemedicine dapat berupa 
telekonsultasi, teleassistansi, teleedukasi dan telemonitoring serta 
telesurgery.31 Tipe telemedicine yang paling sering digunakan adalah 
telekonsultasi, dan telekonsultasi yang paling sering dilakukan dalam waktu 
nyata adalah telekonferensi. Komponen dari system telekonsultasi mencakup 
system videokonferensi (videoconferencing system), system titik-ganda 
(multipoint systems), system tampilan citra (image display system), dan 
peralatan telemonitoring (telemonitoring devices).32 
 
29  Erik Tapan, Implementasi Telemedicine, Makalah disampaikan dalam Sidang Ilmiah 
Penjajakan Peluang Aplikasi dan Implementasi Telemedicine dalam Dunia Kedokteran, Pusat 
Studi Informatika Kedokteran Universitas Gunadarma, Jakarta, 10 November 2016. 
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Tekonologi Informasi 2010 (SNATI 2010) Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industro, 
Universitas Islam Indonesia (TI FTI UII) di Yogyakarta, 19 Juni 2010. 
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c) Jenis-Jenis Telemedicine 
Benang merah dari semua aplikasi telemedicine ialah seorang klien dari 
beberapa jenis (seperti pasien atau para petugas medis) mengantongi saran 
dari seorang ahli yang memang menguasai bidangnya yang relevan, ketika 
kedua pihak tersebut dipisahkan dalam ruang, dalam waktu maupun 
keduanya. Telemedicine dapat diklasifikasikan atas dasar interaksi antara 
klien dan ahli, serta jenis informasi yang ditranmisikan.33 Pemanfaatan 
telemedicine sangat tergantung pada jenis praktek telemedicine. Adapun, 
jenis-jenis telemedicine dalam pelaksanaannya diterapkan dalam dua 
konsep, yaitu: 
a. Store and forward (asynchronous) 
Konsep ini melingkupi pengumpulan data medis yang tepat untuk 
dilakukan evaluasi secara offline. Dalam jenis ini tidak diperlukan 
kehadiran kedua belah pihak dalam waktu yang bersamaan. 34 
Spesialisasi kedokteran yang biasanya memanfaatkan teknologi ini yaitu 
dermatologi, radiologi, dan patologi. Rekam medis dalam struktur yang 
tepat adalah komponn utama dalam transfer ini.35 
Bagi masyrakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil 
maupun daerah yang jarak jauh, telemedicine tentunya sangatlah 
bermanfaat. Saat ini telemedicine diterapkan secara virtual untuk semua 
bidang medis. Spesialis yang menggunakan telemedicine sering 
menggunakan prefix tele. Contohnya telemedicine yang diterapkan oleh 
radiologist disebut teleradiology, telemedicine yang diterapkan oleh 
cardiologist disebut dengan telecardiology. Dampak yang diberikan oleh 
Telemedicine sangatlah besar dan bermanfaat, telemedicine sangat 
membantu komunikasi antara praktisi umum dan spesialis yang sedang 
berada di lokasi yang jauh. Pemantauan pasien di rumah, dengan 
menggunakan perangkat-perangkat yang dikenal umum seperti tekanan 
darah dan memberikan informasi tersebut kepada caregiver (orang yang 
 
33  John Craig & Victor Patterson, Introduction to The Oractice of Telemedicine, Journal of 
Telemedicine and Telecare, Vol. 11, No. 1, 2005, hlm. 3-9. 
34  Sri Kusumadewi, dkk., Op.Cit. 
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berkewajiban untuk memantau kesehatan pasien, yaitu keluarga pasien) 
di tempat yang jauh.36 Solusi pemantauan jarak jauh difokuskan pada 
penyakit kronis dengan morbiditas tinggi.37 
 
b. Real time (synchronous) 
Penggunaan telepon, ataupun yang lebih kompleks seperti 
pemakaian robot bedah merupakan salah satu bentuk sederhana dari 
telemedicine secara real time (synchronous telemedicine). Maka dari itu 
dibutuhkan perangkat penghubung yang dapat menyodorkan interaksi 
real time sehingga salah satu pihak bisa melangsungkan penangkan 
kesehatan. Contohnya penggunaan teknologi tele-otoscope yang 
memberikan fasilitas untuk seorang dokter yang melihat ke dalam 
pendengaran pasien dari jarak jauh. Contoh lainnya yaitu tele-stethoskop 
yang membuat seorang dokter mendengarkan detak jantung pasien dari 
jarak jauh.38 Sampai sekarang telemedicine telah diaplikasikan di banyak 
negara didunia seperti Amerika, Yunani, Israel, Jepang, Italia, Denmark, 
Belanda, Norwegia, Jordan, India, dan Malayasia.39 
 
C. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Kesehatan 
a) Pengertian Pelayanan Kesehatan 
Pengertian pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang 
digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.40 
Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 (Depkes 
RI) makna dari pelayanan kesehatan telah dicantumkan dalam Undang-
Undang Kesehatan, ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau 
secara bersama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 
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meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 
memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok, ataupun 
masyarakat. Selain itu orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat 
menyembuhkan penyakitnya sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta 
pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya 
dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan 
upaya kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan.41 
Pelayanan kesehatan (health care service) merupakan hak setiap orang yang 
dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan suatu upaya 
peningkatan derajat kesehatan kesehatan baik perseorangan, maupun 
kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.42 
Menurut Djosugitjo dibuatnya pelayanan kesehatan sendiri bertujuan 
untuk agar tercapainya mutu kesehatan masyarakat secara baik dan 
memuaskan harapan (consumer satisfaction), melalui pelayanan yang 
bersifat efektif oleh pihak-pihak pemberi pelayanan yang memuaskan 
harapan dan kebutuhan pemberi pelayanan (provider satisfaction), pada 
institusi pelayanan yang diselanggarakan secara efisien (institutional 
satisfaction).43 Secara umum, menurut Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan, 
pelayanan kesehatan dibagi menjadi dua bentuk pelayanan kesehatan, yaitu: 
a. Pelayanan kesehatan perseorang (medical service). 
Merupakan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan 
secara mandiri (self care), dan keluarga (family care) atau kelompok 
anggota masyarakat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan 
memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Upaya pelayanan 
perseorangan tersebut dilaksankan pada institusi pelayanan kesehatan 
yang disebut rumah sakit, klinik bersalin, praktik mandiri. 
b. Pelayanan kesehetan masyarakat (public health service)  
Merupakan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh kelompok 
dan masyarakat dan memiliki tujuan untuk memelihara serta 
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meningkatkan kesehatan yang mengacu pada tindakan promotive dan 
preventif. 
b) Asas-asas Pelayanan Kesehatan 
Menurut Veronica Komalawati yang mengatakan bahwa, asas-asas hukum 
yang berlaku dan mendasari pelayanan kesehatan dapat disimpulkan secara 
garis besarnya sebagai berikut:44 
a. Asas Legalitas 
Asas ini pada dasarnya tersirat di dalam Pasal 23 ayat (1) sampai (3) 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur 
bahwa; 
1) Pasal 21 ayat (1) 
Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan; 
2) Pasal 21 ayat (2)  
Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
bidang keahlian yang dimiliki; 
3) Pasal 21 ayat (3) 
Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan 
wajib memiliki izin dari pemerintah. 
Berdasarkan pada peraturan Undang-Undang di atas, maka 
pelayanan kesehatan hanya dapat diselenggarakan apabila tenaga 
kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 
tentang Praktik Kedokteran, terutama Pasal 29 ayat (1) dan (3); Pasal 36, 
Pasal 38 ayat (1) yang isinya sebagai berikut: 
1) Pasal 29 ayat (1) 
Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di 
Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat 
tanda registrasi dokter gigi; 
2) Pasal 29 ayat (3) 
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a. Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda 
registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan; 
b. Memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi 
spesialis; 
c. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji 
dokter atau dokter gigi; 
d. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; 
e. Memiliki sertifikat kompetensi; dan  
f. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan 
etika profesi. 
Dari ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa, semua persyaratan 
tersebut melambangkan landasan legalitas dokter dan dokter gigi dalam 
melaksanakan pelayanan kesehatan. Artinya, “asas legalitas” dalam 
pelayananan kesehatan secara latern tersirat dalam Undang-Undang No. 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 
b. Asas Keseimbangan  
Memiliki arti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara 
kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara 
material dan spiritual.45 Maka dari itu, asas keseimbangan sangat berkaitan 
erat dengan masalah keadilan. Dalam hubungannya dengan pelayanan 
kesehatan, keadilan yang dimaksud sangat berhubungan dengan alokasi 
sumber daya dalam pelayanan kesehatan. 
c. Asas keadilan 
Bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan 
secara adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan 
pembiayaan yang terjangkau.46 
d. Asas keterbukaan 
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Merupakan salah satu asas yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-
Undang No. 36 tahun 2009 tentang asas penghormatan terhadap hak dan 
kewajiban, yang secara tersirat di dalamnya terkandung asas keterbukaan. hal 
ini dapat diinterpretasikan dari penjelasan pasal 2 angka (9) yang berbunyi: 
“Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa 
pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban 
masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum’”. 
Keterbukaan dan kesamaan kedudukan dalam hukum antara dokter 
dan pasien yang dengan didasarkan dengan sikap saling percaya antara satu 
sama lain dapat menghasilkan pelayanan kesehatan yang berguna. Namun 
sikap tersebut hanya dapat timbul jika terjalinnya komunikasi yang terbuka 
antara dokter dengan pasien, yang dimana dokter dapat memberikan 
penjelasan kepada pasien dalam komunikasi yang transparan. 
 
D. Hubungan Praktik Kedokteran antara Dokter dengan Pasien dalam 
Sudut Pandang Hukum 
Secara filosofis konstitutional tugas pemerintah jelas dinyatakan bahwa 
negara republik Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis 
atau walfare state (negara kesejahteraan), sebab negeri wajib menjamin 
kesejahteraan social (masyarakat).47 Hubungan dokter dan pasien 
dilandaskan dengan hubungan kepercayaan. Pasien percaya terhadap 
profesionalisme dokter dalam menolong dirinya dengan menggunakan 
kemampuan dan keterampilan dengan ilmu yang dimilikinya. Sebaliknya, 
dokter percaya pada pasien yang ditanganinya bahwa sesungguhnya pasien 
niat untuk berupaya dan bekerjasama untuk menangani penyakit yang 
dideritanya. 
Hubungan hukum dokter dan pasien terjadi karena adanya undang-
undang yang memberikan kewajiban kepada dokter untuk memberikan 
pelayanan kesehatan kepada pasien. Artinya untuk terjadinya hubungan 
hukum ini tidak diperlukan prakarsa bahkan partisipasi pasien, misalnya 
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pada keadaan emergensi.48 Sebagai subjek hukum yang terkait dalam 
hukum kedokteran, dokter dan pasien keduanya membentuk baik hubungan 
medik maupun hukum. Pelaksanaan hubungan keduanya selalu diatur 
dengan peraturan-peraturan tertentu agar terjadi keselarasan dalam 
pelaksanaannya. Seperti yang diketahui hubungan tanpa peraturan akan 
menyebabkan ketidakharmonisan dan kesimpangsiuran.49 
Pada umumnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien dibagi 
menjadi dua macam, yaitu: 
1. Hubungan karena kontrak (Perjanjian Terapeutik)  
Secara yuridis, perjanjian terapeutik dapat dikatakan sebagai 
hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam dunia medis secara 
profesional yang dilandaskan dengan kompetensi yang sesuai dengan 
kemahiran serta kapabilitas tertentu di bidang kesehatan. Hubungan 
antara dokter sebagai professional dengan pasien sebagai klien dari 
pendekatan hukum merupakan hubungan yang bersifat kontraktual antar 
satu sama lain. Keterkaitan demikian dinamakan kontrak terapeutik atau 
kontrak medis.50 sebagaimana umumnya suatu perikatan, dalam transaksi 
terapeutik juga terdapat para pihak yang mengingatkan diri, yaitu dokter 
sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan medis dan 
pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan medis.51 
 
2. Hubungan karena Undang-Undang (Zaakwarneming)  
Pasal 1352 KUHPerdata menjelaskan bahwa perikatan-perikatan 
yang dilahirkan untuk undang-undang, hanya timbul dari undang-undang 
saja ataupun dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. 
Hubungan antara dokter dan pasien dapat timbul karena keadaan pasien 
yang sangat mendesak untuk segara mendapatkan penanganan dari 
dokter karena situasi lain yang menyebabkan keadaan pasien sudah 
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gawat, sehingga sangat sulit bagi dokter yang menanganinya untuk 
mengetahui dengan pasti kehendak pasien, dalam keadaan seperti ini 
dokter akan langsung melakukan apa yang disebut dengan 
zaakwaarneming sebagaimana diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata, 
yaitu suatu bentuk hubungan hukum yang timbul karena tidak adanya 
persetujuan tindakan medis terlebih dahulu, melainkan karena keadaan 
yang memaksa atau keadaan darurat.52  
 
E. Telemedicine Sebagai Inovasi dalam Bidang Kesehatan 
Kemajuan teknologi informasi yang semakin hari semakin berkembang 
memberikan dampak yang lumayan besar dalam segala perspektif kehidupan 
serta membawa manusia masuk ke dalam era globalisasi, yang dimana 
dalam era ini manusia sangat membutuhkan informasi up to date dengan 
cepat, praktis, efisien dan akurat serta bisa diandalkan, terutama dalam 
bidang kesehatan. Teknologi informasi kini memegang peran penting dalam 
praktik medik. 53 kesehatan merupakan salah satu kepentingan dasar setiap 
manusia. Timbulnya berbagai macam penyakit yang diderita manusia 
semakin membuat perubahan gaya hidup yang signifikan yang dipengaruhi 
oleh kemajuan jaman, hal tersebut mengakibatkan kebutuhan manusia 
mengenai pelayanan kesehatan semakin meningkat. 
Akibat terjadinya kemajuan dalam bidang teknologi menyebabkan 
munculnya suatu jenis pelayanan kesehatan baru, salah satunya dengan 
adanya telemedicine. Telemedicine merupakan pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi yang dikombinasikan dengan ahli kesehatan untuk 
memberikan layanan kesehatan, dimulai dari konsultasi, serta diagnosa, 
tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Hal tersebut 
dilakukan dengan memakai komunikasi audio, visual dan data. Secara 
sederhana, telemedicine sesungguhnya telah diaplikasikan ketika terjadi 
diskusi antara dua dokter membicarakan masalah pasien lewat telepon.54 
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Salah satu penerapan dari munculnya telemedicine adalah dengan 
adanya layanan kesehatan berbasis online yang dilatar belakangi oleh 
tersebarnya pasien diberbagai wilayah, sehingga diharapkan dapat 
memberikan solusi pada pelayanan kesehatan yang sangat terbatas akan 
lingkup geografis dan waktu.55 Munculnya Telemedicine ini merupakan suatu 
inovasi baru dalam bidang kesehatan. Peningkatan jumlah serta jenis 
aplikasi pada telepon selular dalam bidang teknologi, dapat membuat 
berbagai jenis inovasi bagi pengembangan aplikasi pelayanan kesehatan 
masyarakat. Proses terjadinya pelayanan telemedicine itu bermula dari 
adanya dua orang professional dalam bidang Kesehatan yang saling 
berdiskusi dari jarak jauh secara real time  dengan memanfaatkan 
pengunaan jaringan internet.  
Berbeda dengan rumah sakit  ataupun klinik biasa yang mewajibkan 
pasien untuk berkunjung untuk melakukan konsultasi dengan dokter secara 
langsung yang berkaitan dengan penyakitnya sehingga dokter dapat 
melangsungkan pemeriksaan fisik serta melakukan pemeriksaan penunjang 
jika memang diperlukan, dalam layanan kesehatan  ini semua kegiatan 
penyembuhan dijalankan dengan menggunakan jaringan internet. 
Bertepatan dengan semakin majunya bidang tekonologi dan didukung 
dengan munculnya internet, mengakibatkan adanya suatu jenis pelayanan 
baru dalam bidang Kesehatan salah satunya dengan adanya telemedicine. 
Namun tetapi, dalam melakukan proses pemeriksaan yang diberikan oleh 
dokter dalam upaya pelayanan kesehatan terhadap pasien haruslah 
bertahap, dimulai dengan melakukan anamnesis, dalam hal ini pemeriksaan 
fisik dilakukan dalam empat prinsip cardinal yaitu dengan cara melihat 
(inspeksi), meraba (palpasi), mengetuk (perkusi), serta mendengarkan 
(auskultasi), lalu dapat juga dilakukannya membau (smelling).56 
Namun dikarenakan pemeriksaan dalam layanan Kesehatan tersebut 
dilakukan secara daring dan melalui dunia maya, tidak terdapat tahap 
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka tidak menutup 
kemungkinan akan terjadinya kesalahan diagnosis ataupun ketidak akuratan 
dokter dalam melakukan diagnosis. Dalam hal ini apabila kemungkinan 
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terburuk tersebut terjadi, dokter harus dapat dimintai pertanggungjawaban 


































HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Dasar Hukum Berlakunya Telemedicine di Indonesia 
 
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
Sebagai salah satu aspek dalam ruang lingkup teknik biomedika, 
telemedika (telemedicine) dapat dikatakan sebagai penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi (termasuk juga elektronika, tele-komunikasi, 
komputer, informatika) guna untuk mengirim dan/atau menerima informasi 
kedokteran, demi memajukan pelayanan klinis seperti diagnosa, terapi, dan 
juga Pendidikan.  
Telemedicine sendiri merupakan pelayanan Kesehatan klinis, yang 
pengembangannya memanfaatkan telepon, internet, serta jaringan 
komunikasi lainnya untuk mentransfer informasi medis. Dengan transfer ini, 
informasi medis tersebut dapat digunakan untuk konsultasi Kesehatan, dan 
kadang-kadang dapat digunakan pula sebagai prosedur medis di tempat 
terpencil.57 Lebih mudahnya, proses layanan telemedicine dapat 
digambarkan dengan adanya dua orang professional dalam bidang 
Kesehatan yang saling berdiskusi dan sedang dipisahkan oleh jarak yg jauh 
secara real time. Dua orang professional tersebut dalam menjalankan 
diskusinya didukung dengan menggunakan telepon, ataupun dengan 
tekonologi yang lebih canggih lagi seperti teknologi satelit dan peralatan 
video conference.  
Secara umum, telemedicine mengacu pada pemanfaatan alat komunikasi 
dan teknologi guna mengirimkan pesan menyangkut perihal perawatan 
Kesehatan dan pelayanan Kesehatan. Dengan demikian, diskusi antara dua 
orang spesalis Kesehatan tersebut dapat dilakukan antar tempat atau negara 
yang berbeda. Adapun perbedaan waktu, tempat dan jarak sudah tidak lagi 
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menjadi kendala dalam hubungan terapeutik antara dokter dengan pasien.58 
Perawatan Kesehatan dari jarak jauh baru bukan merupakan hal yang baru. 
Hal tersebut dalam dunia medis dikenal sebagai in absentia care. Seiring 
dengan kemajuan teknologi modern yang semakin hari semakin pesat, 
keberadaan perawatan Kesehatan dari jarak jauh pun juga semakin 
berkembang. Namun, istilah dari telemedicine juga seringkali disalahartikan 
dengan istilah e-health ataupun telehealth. Padahal ketiga hal tersebut 
memiliki masing-masing arti yang berbeda. Untuk telemedicine sendiri 
merujuk pada arti layanan klinis, sedangkan telehealth mencakup dua jenis 
pelayanan, yaitu layanan klinis dan non-klinis, seperti Pendidikan, 
administrasi, dan penelitian dalam bidang medis. 59 Kemudian, istilah dari e-
health digunakan untuk istilah yang meliputi telehealth, rekam medis 
elektronik, serta komponen-komponen yang lain dalam dunia medis terkait 
dengan tekonologi informasi. 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan 
Indonesia belum berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku. Dengan 
meningkatnya tuntutan hukum malpraktik dalam bidang medis, peraturan 
yang belum jelas akan sangat meresahkan bagi posisi dokter di bidang 
telemedicine. Namun demikian, prinsip etika kedokteran didasarkan pada 
empat prinsip bioetika yaitu non-maleficence, beneficence, autonomy, dan 
justice kurang diperhatikan dalam telemedicine. Pasal 2 KODEKI tahun 2012 
menyatakan: “Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan 
keputusan profesional secara independen, dan mempertahankan perilaku 
profesional dalam ukuran yang tertinggi”. Dalam artian lain, perilaku 
profesional yang dimaksud yaitu dokter harus memeriksa pasien terlebih 
dahulu secara langsung sebelum memberikan terapi berdasarkan diagnosis 
yang dibuat, namun nampaknya hal tersebut hampir tidak mungkin 
dilakukan dengan telemedicine mengingat pelaksanaannya dilakukan hanya 
dengan menggunakan media teknologi informasi dan komunikasi. Dari segi 
etik, telemedicine akan berdampak pada pudarnya relasi antar dokter 
dengan pasien, karena tidak adanya tatap muka. 
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Disisi lain, mengenai perihal pelayanan Kesehatan klinis yang 
pengembangannya memanfaatkan telepon, internet, serta jaringan 
komunikasi lainnya untuk mentransfer informasi medis seperti telemedicine 
tidak diatur dalam UU Kesehatan. Oleh karena itu, diciptakanlah Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk membingkai praktik 
telemedicine di Indonesia. Di dalam Pasal 1 Permenkes Nomor 20 Tahun 
2019 dinyatakan bahwa telemedicine merupakan pemberian pelayanan 
Kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, 
meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit 
dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia 
layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan Kesehatan individu dan 
masyarakat.60 Telemedicine ini dirancang guna membantu daerah yang 
terpencil agar lebih mudah untuk menjangkau pelayanan kesehatan 
spesialistik serta memajukan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas 
pelayanan kesehatan. Maka dari itu demi mewujudkan pelayanan 
telemedicine yang aman, bermutu, serta anti diskriminasi, dibuatlah 
pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai pelayanan telemedicine 
antar fasilitas pelayanan kesehatan. 
Perlu diketahui bahwa sebenarnya telemedicine ini memiliki berbagai 
macam jenis pelayanan. Pelayanannya pun dibatasi hanya sampai dengan 
pelayanan telekonsultasi klinis, untuk macam-macam jenis pelayanan yang 
diterapkan oleh telemedicine telah diatur dalam Pasal 3 Permenkes No. 20 
Tahun 2019. Pelayanan telemedicine  sebagaimana yang dimaksud terdiri 
atas pelayanan: 
a. Teleradiologi 
Merupakan pelayanan radiologi diagnostik yang menggunakan transmisi  
elektronik image dari semua modalitas radiologi beserta data pendukung 
dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, 
untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan diagnosis. 
b. Teleelektrokardiografi 
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Merupakan pelayanan elektrokardiografi dengan menggunakan transmisi 
elektronik gambar dari semua modalitas elektrokardiografi beserta dara 
pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi 
Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan diagnosis. 
c. Teleultrasonografi 
Merupakan pelayanan ultrasonografi obstetric dengan menggunakan 
transmisi elektronik gambar dari semua modalitas ultrasonografi obstetric 
beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes 
Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan Expertise dalam hal penegakan 
diagnosis. 
d. Telekonsultasi klinis 
Merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu 
menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan/saran tata 
laksana. Pelayanan ini dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau 
video. Pada saat pelaksanaan telekonsultasi klinis ini wajib dilakukan 
terekam dan harus tercatat dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.61  
Berdasarkan jenis-jenis pelayanan telemedicine yang telah dijabarkan 
sebelumnya dapat dipahami bahwa cakupan telemedicine cukup luas, 
meliputi pemberian pelayanan kesehatan dalam teleradiologi yang dimana 
sistem telekomunikasi digunakan untuk mengirimkan citra radiologi dari 
suatu lokasi ke lokasi lain seperti x-ray digital, CT, MRI, ultrasound dan 
studi kedokteran nuklir dapat dilakukan dengan teleradiologi. Selain itu 
dengan adanya teleelektrokardiografi dapat dengan mudah untuk 
memantau pemeriksaan kesehatan terhadap aktivitas elektronik jantung 
pada pasien yang memiliki penyakit jantung dari jarak jauh, hanya 
dengan mengirimkan hasil EKG ke spesialis penyakit jantung untuk 
diagnosis cepat. Begitu juga dengan adanya pelayanan teleultrasonografi 
dapat mempermudah tenaga kesehatan dalam membantu diagnosis ibu 
hamil yang berada di pelosok daerah dan dihubungkan dengan dokter 
spesialis obgyn untuk mempercepat rujukan. Dan dengan adanya 
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pelayanan telekonsultasi klinis pun dapat mempermudah tenaga 
kesehatan dalam menegakkan diagnosis serta saran tata laksana.  
Munculnya Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 yang baru diterbitkan 
pada tanggal 7 Agustus 2019  nyatanya hanya ditujukan untuk mengatur 
berjalannya telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, bukan 
untuk mengatur telemedicine antara dokter dan pasien secara khusus, 
yang malah pada saat ini kian banyak terjadi termasuk dengan adanya 
aplikasi konsultasi antar dokter dengan pasien secara online.62 
Berbicara mengenai pengaturan berjalannya telemedicine yang terletak 
pada Pasal 4 menyebutkan bahwa pelayanan telemedicine wajib 
diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 1238 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan 
Kedokteran dalam pasal 10 mengatur bahwa Panduan Praktik Klinik harus 
mengantongi beberapa unsur, salah satunya yaitu merupakan 
pemeriksaan fisik. Selain itu, didalam buku Penyelenggaraan Praktik 
Kedokteran yang Baik di Indonesia yang diterbitkan oleh Konsil 
Kedokteran Indonesia pada tahun 2006 mewajibkan dokter untuk 
melakukan pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pasien.63 Namun disini 
terlihat bahwa telemedicine tidak dapat mengikuti standar operasional 
prosedur karena dokter tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik atau 
anamnesis terhadap pasien. Karena tidak semua pemeriksaan fisik dapat 
dilakukan hanya melalui gambar. 
Pasal 6 mengatur bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang 
memberikan konsultasi merupakan rumah sakit, rumah sakit yang 
dimaksud merupakan rumah sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan. Sementara itu fasilitas 
pelayanan kesehatan yang meminta konsultasi adalah rumah sakit, 
fasyankes tingkat pertama, dan fasyankes lain, serta dilaksanakan oleh 
dokter yang memiliki SIP di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini 
terlihat jelas menunjukkan bahwa permenkes ini hanya mengatur 
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telemedicine antar fasyankes, dan tidak dapat diterapkan dalam praktik 
telemedicine yang saat ini banyak digunakan di masyarakat, yaitu antara 
dokter secara pribadi dengan pasien. Kementrian Kesehatan saat ini telah 
memiliki aplikasi Temenin (Telemedicine Indonesia) yang menyediakan 
layanan teleradiologi, tele-elektrokardiografi, teleultrasonik, dan 
telekonsultasi yang sudah menyambungkan 39 rumah sakit pengampu 
dan 115 rumah sakit serta puskesmas yang diampu. Dengan hadirnya 
aplikasi Temenin tersebut diharapkan syarat dalam pasal 12 Permenkes 
Nomor 20 Tahun 2019 ini bisa terpenuhi, yaitu adanya aplikasi yang 
disediakan oleh Kementrian Kesehatan. Namun sayangnya, kurangnya 
sosialisasi yang optimal menyebabkan aplikasi serta pelayanan 
telemedicine  belum dapat dimanfaatkan seutuhnya untuk 
mengembangkan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. 
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 11, perlu diketahui 
bahwa pelayanan telemedicine harus memiliki ruangan tersendiri. 
Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa tidak memungkinkan untuk 
melangsungkan pelayanan telemedicine melalui perangkat elektronik 
masing-masing tenaga kesehatan, misalnya ponsel atau komputer pribadi 
yang tidak teregistrasi. Sayangnya tidak ada penjelasan mengenai 
registrasi aplikasi yang digunakan oleh rumah sakit. Begitu pula dengan 
masih kurangnya sosialisasi yang cukup mengenai registrasi rumah sakit 
pengampu dan fasyankes yang diampu. 
Di dalam Pasal 15 permenkes Nomor 20 Tahun 2019 mengatur 
mengenai pembiayaan jasa telemedicine. Mengacu pada kaidah-kaidah 
dasar moral atau yang sering juga disebut dengan kaidah dasar etika 
kedokteran atau bioetika, salah satunya justice, sebagai salah satu asas 
dari bioetik juga harus memperhatikan keadilan bagi dokter sebagai 
penyedia jasa telemedicine. Tidak mungkin dokter sebagai seorang 
profesional yang harus siap melakukan konsultasi dalam 24 jam seperti 
dalam pasal 17 permenkes ini, tidak mendapatkan jasa medis yang layak. 
Akan tetapi, dalam permenkes ini tidak terdapat penjelasan secara 
eksplisit yang mengatur mengenai prosedur pembiayaan jasa 
telemedicine, kendatipun dalam pasal 16 menyebutkan bahwa pengajuan 





apabila tidak adanya regulasi yang jelas, maka sistem pendanaan tidak 
akan berfungsi dengan baik serta akan menghambat keberlangsungan 
telemedicine karena tidak adanya keadilan dalam hal pemenuhan hak 
pemberi jasa telemedicine.  
Dari beberapa penjelasan mengenai masing-masing pasal dapat 
diambil kesimpulan bahwa belum adanya regulasi yang mengatur tentang 
telemedicine antara dokter dengan pasien, untuk saat ini peraturan yang 
ada hanya untuk mengatur telemedicine konsultasi antar dokter atau 
antar fasilitas pelayanan kesehatan saja terutama mengenai hasil image 
dan lab. 
 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran 
Sama halnya dengan hubungan antar dokter dan pasien secara 
konvensional, hubungan dokter dengan pasien melalui telemedicine juga 
harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2004. Pasal 39 mengatur bahwa praktik kedokteran 
berlandaskan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dan pasien 
dalam upaya perlindungan kesehatan, mencegah penyakit, eskalasi 
kesehatan, rehabilitasi penyakit, serta pemulihan kesehatan. Kesepakatan 
sebagaimana dimaksud merupakan upaya terbesar dedikasi pekerjaan 
kedokteran yang harus dilaksanakan oleh dokter maupun dokter gigi 
dalam pengobatan serta pemulihan kesehatan pasien sesuai dengan 
standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan 
juga kebutuhan medis pasien. 
Lebih lanjut, mengenai izin praktik dokter pada layanan kesehatan 
seperti telemedicine wajib memiliki surat tanda registrasi yang 
dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran, surat tanda registrasi, yang 
selanjutnya akan disingkat dengan STR merupakan bukti tertulis yang 
diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi 
yang telah diregistrasi. Pemanfaatan STR untuk menjadi dasar dalam 
melakukan praktik kedokteran tidak selaras dengan peruntukkannya, 
sebab pada dasarnya seorang dokter diizinkan untuk melakukan praktik di 





berwenang, dalam hal ini Dinas Kesehatan tingkat kota/kabupaten yang 
diberikan kepada dokter untuk menyelenggarakan praktik kedokteran. 
Adapun pengaturan tentang surat tanda registrasi diatur lebih lanjut pada 
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran yang berbunyi: 
“Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran 
di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat 
tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil 
Kedokteran Indonesia” 
Kemudian, mengenai cara bagi dokter untuk mendapatkan surat tanda 
registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:64 
(1) Memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi 
spesialis; 
(2) Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter 
atau dokter gigi; 
(3) Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; 
(4) Memiliki sertifikasi kompetensi; 
(5) Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan 
etika profesi. 
Terdapat beberapa hal yang dapat membuat surat tanda registrasi 
menjadi tidak berlaku, yaitu apabila:65 
(1) Dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan; 
(2) Habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang; 
(3) Atas permintaan yang bersangkutan; 
(4) Yang bersangkutan meninggal dunia; atau 
(5) Dicabut oleh Konsil Kedokteran Indonesia 
 
 Di dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 
36 telah dijelaskan bahwa setiap dokter dan juga dokter gigi yang 
menyelenggarakan praktik kedokteran di Indonesia diwajibkan untuk 
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memiliki surat izin praktik, selanjutnya pada pasal 37 juga dikatakan 
bahwa surat izin praktik (SIP) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang 
ditempat praktik kedokteran diselenggarakan dan hanya berlaku untuk 
tempat praktek yang telah ditentukan dan tertera di dalam SIP tersebut.  
Sementara itu, surat izin praktik yang selanjutnya akan disingkat 
dengan SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan 
praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.66 Syarat yang 
dimaksud terdapat pada Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, untuk mendapatkan SIP seperti 
apa yang dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi wajib untuk: 
a) Memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi 
dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29, Pasal 31, serta Pasal 32; 
b) Mempunyai tempat praktik; dan 
c) Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. 
Izin praktik kedokteran yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menetapkan bahwa 
Surat Izin Praktik (SIP) dokter diterbitkan maksimum untuk tiga tempat 
dan hanya berlaku untuk satu tempat praktik, sementara itu pada pasal 
38 butir kedua dikatakan bahwa untuk meraih Surat Izin Praktik 
sebagaimana dimaksud seorang dokter harus memiliki tempat praktik. 
Jika terdapat seorang dokter yang sudah memiliki tiga SIP namun tetap 
melangsungkan praktik telemedicine, maka bisa dikatakan bahwa dokter 
tersebut sedang melakukan praktik tanpa izin. Menurut pasal 76 dalam 
Undang-Undang Praktik Kedokteran, apabila terdapat seorang dokter 
yang dengan sengaja melaksanakan praktik kedokteran tanpa adanya SIP 
maka akan dikenakan pidana dengan denda paling banyak sebesar Rp. 
100.000.000,- (seratus juta rupiah). 
Berkenaan dengan apa yang telah disebutkan dalam Pasal 36, 37, dan 
38 dalam Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran tersebut, memiliki 
makna bahwasanya seorang dokter hanya diberikan izin untuk melakukan 
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praktik di satu sampai tiga tempat, tentunya dengan domisili yang jelas. 
Didalam undang-undang tidak disebutkan mengenai dunia internet. Pasal 
ini tidak lantas dapat diinterpretasikan bahwa di tempat domisili itu dapat 
melangsungkan transaksi kontrak terapeutik via internet. Persyaratan 
pasal selanjutnya sudah terlihat dengan jelas, apabila undang-undang 
belum memberikan perlindungan bagi telemedicine yang dilakukan antar 
dokter dengan pasien secara pribadi. Tempat yang dilindungi sebagai 
tempat melakukan praktik kedokteran merupakan tempat yang nyata, 
alamat domisili, dan bukan merupakan domain atau suatu aplikasi di 
internet. 
Pada pasal 4 Permenkes Nomor 2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik 
dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, ditetapkan bahwa SIP dengan 
jumlah tiga buah diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan milik 
pemerintah, swasta, atau praktik perorangan. Dalam pasal 4 Nomor 47 
tahun 2016 dijabarkan mengenai macam-macam pelayanan hesehatan 
dan pada ayat kedua disebutkan “dalam hal tertentu untuk memenuhi 
pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
kesehatan, menteri dapat menetapkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan 
selain jenis yang disebutkan pada ayat 1”. Telemedicine dapat dianggap 
sebagai kategori fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan 
dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun 
sayangnya hingga saat ini belum diatur secara jelas dan mendetail 
mengenai praktik mandiri dokter secara perorangan dalam hal 
telemedicine.  
Dari apa yang telah dijabarkan dalam pasal di atas, bisa diambil 
kesimpulan bahwasanya praktik kedokteran dengan memanfaatkan 
sistem online membutuhkan kapabilitas, keterampilan khusus, serta 
regulasi yang jelas. Maka dari itu, dokter yang dapat melakukan praktik 
telemedicine harus dipilih secara saksama mengenai kredibilitasnya serta 
wajib dipersiapkan dengan pengetahuan serta keahlian yang khusus 
dalam aspek layanan medis tersebut. Kepemilikan standar kualitas 
minimum oleh dokter semestinya dapat dicek kredibilitasnya dengan 
sistem sertifikasi yang terpercaya. Begitu pula dengan praktik kedokteran 





apabila hak pemakaiannya telah memperoleh kepastian hukum terlebih 
dahulu serta tidak lagi terdapat keraguan mengenai profesionalitasnya.67 
Oleh karena itu, standar profesi yang terjamin wajib menjadi salah satu 
tolak ukur dalam prinsip hukum pelayanan kesehatan klinis, seperti 
telemedicine.  
 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
Setelah tenaga kesehatan atau yang biasa disebut dengan dokter telah 
mendapatkan lisensi izin praktik yang telah dikeluarkan oleh pihak yang 
berwenang, dokter dapat menyelenggarakan praktik di fasilitas pelayanan 
kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dibangun untuk 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, 
maupun rehabilitatif. Kemudian untuk fasilitas pelayanan Kesehatan 
(fasyankes) penyelenggara telemedicine sendiri terdiri dari: 
a. Fasyankes Pemberi Konsultasi, merupakan Fasyankes yang menerima 
permintaan serta memberikan pelayanan konsultasi telemedicine. 
b. Fasyankes Peminta Konsultasi, merupakan Fasyankes yang mengirim 
permintaan konsultasi telemedicine. 
 Apabila merujuk kepada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan jenis-jenis 
Fasyankes yang memiliki surat izin praktik (SIP) dokter beberapa 
diantaranya yaitu tempat praktik mandiri tenaga Kesehatan, pusat 
Kesehatan masyarakat; seperti klinik pratama dan utama. Dalam pasal 
tersebut tidak menyebutkan mengenai pelayanan kesehatan yang 
dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 
seperti telemedicine. Oleh karena itu untuk saat ini telemedicine belum 
dikategorikan sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan 
dalam Peraturan Pemerintah. Adapun hak serta kewajiban yang telah 
ditetapkan bagi Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta 
Konsultasi dapat dijalankan oleh masing-masing fasilitas seperti yang 
telah tertuang dalam Permenkes Nomor 20 Tahun 2019. Berdasarkan 
 





pasal 17 ayat 1 Permenkes No. 20 Tahun 2019, hak-hak yang dimiliki 
oleh Fasyankes Pemberi Konsultasi ialah: 
a) Menerima informasi medis berupa gambar, citra (image), teks, 
biosinyal, video dan/atau suara yang baik dengan menggunakan 
transmisi elektronik untuk menjawab konsultasi dan/atau memberi 
Expertise; dan 
b) Menerima imbalan jasa Pelayanan Telemedicine. 
Selain mengatur mengenai hak-hak Fasyankes Pemberi Konsultasi, 
Permenkes No. 20 Tahun 2019 juga turut mengatur mengenai 
kewajibannya yang tercantum dalam pasal 17 ayat 1, yaitu: 
a) Menyampaikan jawaban konsultasi dan/atau memberikan Expertise 
sesuai standar; 
b) Menjaga kerahasiaan data pasien; 
c) Memberikan informasi yang benar, jelas, dapat 
dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi 
dan/atau Expertise; dan 
d) Menyediakan waktu konsultasi 24 (dua puluh empat) jam dalam 
sehari, 7 (tujuh) hari dalam seminggu. 
Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tidak hanya mengatur tentang hak 
dan kewajiban bagi Fasyankes Pemberi Konsultasi, tetapi juga mengatur 
mengenai hak dan kewajiban bagi Fasyankes Peminta Konsultasi yang 
terncantum dalam Pasal 18. Dalam pasal 18 ayat 1 tersebut dikatakan 
bahwa Fasyankes Peminta Konsultasi dalam melaksanakan pelayanan 
telemedicine memiliki hak sebagai berikut: 
a) Memperoleh jawaban konsultasi dan/atau menerima Expertise sesuai 
standar; dan 
b) Menerima informasi yang benar, jelas, dapat 
dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi 
dan/atau Expertise. 
Kewajiban yang dimiliki Fasyankes Peminta Konsultasi pun tertuang 
dalam pasal 18 ayat 2 Permenkes Nomor 20 Tahun 2019, diantaranya 
yaitu: 
a) Mengirim informasi medis berupa gambar, pencitraan, teks, biosinyal, 





sesuai standar mutu untuk meminta jawaban konsultasi dan/atau 
memperoleh Expertise; 
b) Menjaga kerahasiaan data pasien; dan 
c) Memberikan informasi yang benar, jelas, dapat 
dipertanggungjawabkan, dan jujur mengenai hasil konsultasi 
dan/atau Expertise kepada pasien. 
 
Kemudian, apabila dilihat dari Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan penanggung jawab 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memasang papan nama dari fasyankes 
tersebut dan juga disesuaikan dengan jenisnya. Papan nama sebagaimana 
dimaksud pun paling sedikit setidaknya memuat jenis dan nama fasyankes, 
serta nomor izin dan masa berlakunya. Papan nama tersebut harus dipasang 
pada tempat yang mudah untuk dilihat. Mengenai papan nama tidak hanya 
diatur dalam Peraturan Pemerintah, tetapi juga diatur di dalam Kode Etik 
Kedokteran Indonesia (Kodeki) penjelasan pasal 4 yaitu: 
“Memasang papan nama praktek ukuran maksimum 60x90 cm, dasar  
putih, huruf hitam, wajib mencantumkan nama, jenis spesialisasi, 
nomor surat ijin praktek, waktu dan seyogyanya juga nomor 
rekomendasi IDI, dengan penerang sewajarnya. Bagi praktek 
perorangan, dipasang di dinding bangunan bagian depan tempat ia 
praktek atau dipancangkan di tepi jalan. Untuk rumah sakit, 
puskesmas, klinik bersama, kantor kesehatan merupakan papan 
nama kolektif dengan ukuran yang sewajarnya dipasang dibagian 
depan/dinding lorong masuk”68 
 
Selain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 dan Kode 
Etik Kedokteran Indonesia, mengenai papan nama juga diatur di dalam 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Apabila 
dilihat dari Pasal 41 Undang-Undang Praktik Kedokteran, dokter yang 
menyelenggarakan praktik kedokteran wajib memasang papan nama praktik 
kedokteran, yang apabila tidak dilakukan berdasarkan Pasal 79 di dalam 
Undang-Undang yang sama akan dikenakan ketentuan pidana atau hukuman 
denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,-. Jika dilihat dari 
berlangsungnya telemedicine, apabila seorang dokter yang melangsungkan 
 





praktik telemedicine secara pribadi dapat dikatakan dokter tersebut telah 
melanggar hal ini.  
Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, pelayanan 
telemedicine menjadi semakin marak digunakan, terutama dalam jenis 
pelayanan telekonsultasi klinis. Di era modern ini, semakin banyak 
bermunculan program yang menawarkan konsultasi mengenai masalah 
kesehatan melalui internet atau aplikasi ponsel, adapun maksud mengenai 
konsultasi kesehatan secara online dengan menggunakan perangkat 
komunikasi tersebut dapat dikategorikan sebagai telekonsultasi klinis. 
Umumnya fasilitas pelayanan Kesehatan lebih banyak menggunakan 
telemedicine khususnya yang berjenis telekonsultasi klinis, untuk membantu 
menegakkan diagnosis dan memberikan pertimbangan atau saran tata 
laksana, serta lebih efisien dari segi waktu dan akses. Pengobatan jarak jauh 
disajikan sebagai cara baru untuk meningkatkan aksesibilitas perawatan dan 
mengontrol biaya perawatan Kesehatan.69 Munculnya telekonsultasi klinis ini 
diharapkan dapat memecahkan kendala akses masyarakat, khusunya dapat 
memberikan pelayanan Kesehatan yang dapat diperoleh secara rata bagi 
setiap orang, terutama untuk kelompok rentan di masyarakat.70  
Dalam system pelaksanaan telekonsultasi klinis ini terdapat 3 (tiga) pihak 
yang terlibat, yaitu dokter, pasien, serta pihak yang menyediakan forum 
layanan Kesehatan jarak jauh secara real-time (real-time telemedicine). 
Pihak yang menyediakan forum tersebut memiliki peran sebagai media yang 
menjembatani telekonsultasi yang dilaksanakan antara dokter dan pasien 
dengan menggunakan teknologi komunikasi yang dapat mentransfer data 
berupa video, suara, dan gambar secara interaktif dan real-time dengan 
menyatukannya ke dalam tekonologi pendukung video-conference.71 
Terdapat dua isu penting dalam dunia Kesehatan, yaitu mutu dan 
akses. Telekonsultasi dapat menjembatani dua masalah tersebut dengan 
menggunakan keahlian dari para Expertise yang telah direkrut, pun juga 
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telah terdaftar di negara dan memiliki kredibilitas serta kompetensi yang 
sudah terjamin. Meski demikian, telekonsultasi klinis bukanlah sebuah entitas 
klinik atau pun rumah sakit. Maraknya penggunaan system pelayanan 
Kesehatan telemedicine, khususnya telekonsultasi klinis memunculkan ide-
ide baru dalam mengembangkan pelayanan Kesehatan tersebut. Salah 
satunya dengan adanya klinik online atau platform pelayanan Kesehatan 
online seperti Halodoc, Alodokter, dan Klikdokter.  
Harapan yang ingin dicapai melalui pengunaan platform kesehatan 
yang didasari dengan menggunakan teknologi telekonsultasi ini yaitu untuk 
membuat perawatan medis khusus lebih terjangkau di daerah terpencil dan 
mengurangi perpindahan pasien ke pusat perawatan Kesehatan tersier. 
Tantangan utama dari adanya teknologi telekonsultasi klinis ini adalah 
memungkinkan dokter untuk memberikan saran diagnostik dan terapeutik 
dari kejauhan. 72 Meskipun telemedicine telah diatur dalam Permenkes 
Nomor 20 Tahun 2019, namun nyatanya Permenkes tersebut hanya 
mengatur tentang telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, 
mengenai pelayanan telemedicine yang berjenis telekonsultasi klinis atau 
praktik telemedicine antara dokter dengan pasien secara pribadi belum 
cukup diatur dalam Permenkes tersebut. Padahal, pelayanan telekonsultasi 
klinis atau praktik telemedicine antara dokter dengan pasien secara pribadi 
saat ini makin banyak terjadi termasuk dengan adanya aplikasi konsultasi 
dokter dengan pasien secara online. Maka dari itu sangat dibutuhkan payung 
hukum yang dapat mengatur tentang pemberlakuan telekonsultasi klinis 
secara khusus.  
 
B. Implikasi Hukum Telemedicine Dalam Pelayanan Kesehatan di 
Indonesia 
Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki permasalahan serta 
tantangan  dalam bidang kesehatan, baik dari masalah penyakit ataupun 
ketimpangan dan ketidakmerataannya fasilitas serta pelayanan kesehatan di 
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Indonesia.73 Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dikembangkanlah 
pelayanan kesehatan berbasis telemedicine dengan memanfaatkan teknologi 
dalam bidang kesehatan. Hal tersebut merupakan salah satu solusi agar 
pelayanan kesehatan merata di Indonesia, baik dalam peninjauan status gizi, 
ataupun status kesehatan masyarakat, dan juga konsultasi tentang 
kesehatan secara jarak jauh dengan tenaga-tenaga kesehatan yang 
mempunyai kompeten yang cukup baik, tanpa perlu memikirkan jarak dan 
waktu. Di negara berpenghasilan rendah dan di wilayah dengan infrastruktur 
terbatas, aplikasi telemedicine digunakan terutama untuk menghubungkan 
penyedia layanan kesehatan dengan spesialis, rumah sakit rujukan, dan 
pusat perawatan tersier.74 Semakin luasnya penggunaan jaringan komunikasi 
yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya 
(internet) akan mempermudah akses virtual masyarakat untuk mendapatkan 
pelayanan konsultasi dokter. Munculnya telemedicine atau pelayanan 
kesehatan secara online di masyarakat, selain memberikan kemudahan 
kepada konsumen dalam hal penggunaannya karena dapat mengurangi 
jarak dan kemampuannya untuk mempersingkat waktu, wajib disadari juga 
bahwa penggunaan telemedicine ini berpotensi menyebabkan masalah 
hukum. Sebagian permasalahan hukum yang akan muncul umumnya 
meliputi penyerahan lisensi, hak privasi pasien serta kerahasiaan rekam 
medis elektonik dari pasien, pedoman serta tata cara klinis, juga tanggung 
gugat jika terjadinya kerugian yang diderita pasien. Perlu diketahui juga 
bahwa telemedicine dilakukan secara virtual maka perlu dipertanyakan juga 
siapa saja yang berhak untuk memantaunya. Terdapat beberapa hal yang 
harus diperhatikan oleh masyarakat, dokter, institusi pelayanan kesehatan, 
dan pemangku kebijakan mengenai implikasi-implikasi dari berbagai aspek 
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1. Aspek Medis dan Etika Medis Telemedicine  
a. Aspek Medis dalam Perjanjian Terapeutik 
Tidak semua kasus medis dapat diselesaikan melalui telemedicine. 
Ketajaman diagnosis dokter tidak sama pada saat dokter memeriksa pasien 
langsung secara tatap muka atau hanya mendengar dan melihat keluhan 
pasien melalui platform telemedicine terutama telekonsultasi klinis. Karena 
pada dasarnya sebelum memeriksa pasien dokter wajib melakukan 
anamnesis dan melakukan pemeriksaan fisik melalui empat prinsip cardinal. 
Anamnesis yang baik harus mengacu pada pertanyaan yang sistematis, yaitu 
dengan berpedoman pada empat pokok pikiran (The Fundamental Four) dan 
tujuh butir mutiara anamnesis (The Sacred Seven). Yang dimaksud dengan 
empat pokok pikiran, adalah melakukan anamnesis dengan cara mencari 
data: 
a. Riwayat Penyakit Sekarang (RPS) 
b. Riwayat Penyakit Dahulu (RPD) 
c. Riwayat Kesehatan Keluarga 
d. Riwayat Sosial dan Ekonomi 
 Sebelum melakukan anamnesis lebih lanjut, hal pertama yang harus 
ditanyakan adalah identitas pasien, yaitu umur, jenis kelamin, ras, status 
pernikahan, agama, serta pekerjaan.75 Selain itu, keparahan gejala dan 
penyakit pasien dapat menjadi kabur karena faktor subjektivitas pasien dan 
dokter. Hal ini dapat mempengaruhi ketepatan terapi.  
  Hubungan antara dokter dengan pasien pada awalnya menganut model 
hubungan terapeutik yang mapan, yaitu suatu hubungan paternalistik 
(kekeluargaan) atas dasar kepercayaan. Tipe hubungan seperti ini tentunya 
memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan tipe hubungan yang 
didasarkan atas prinsip-prinsip hukum semata. Namun jika terjadi konflik 
tipe hubungan tersebut memiliki konsep penyelesaian yang kurang jelas, 
tidak memiliki kekuatan guna melaksanakan kekuatannya.76 Terapeutik 
sendiri merupakan kontrak yang dibuat antara pasien dengen tenaga 
kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi, dimana tenaga kesehatan 
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dan/atau dokter gigi berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan 
penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat 
antara keduanya, dan pasien berkewajiban untuk membayar biaya 
penyembuhannya.77 Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (untuk selanjutnya ditulis dengan KUH Perdata), perikatan dapat 
timbul melalui persetujuan maupun Undang-Undang. Perjanjian menurut 
Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau 
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih.  
  Berdasarkan apa yang telah dikatakan dalam bukunya, Subekti 
mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana sesorang 
berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji kepada orang lain 
atau dimana dua orang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.78 Jika 
dihubungkan dengan hubungan dokter dan pasien pada dasarnya 
merupakan hubungan kontraktual. Hubungan dimulai sejak dokter 
menyatakan secara lisan maupun secara sikap atau tindakan yang 
menunjukkan kesediaan dokter. seperti menerima pendaftaran, memberi 
nomor urut, mencatat rekam medis, dan sebagainya. Hubungan kontraktual 
antara dokter dan pasien dinamakan kontrak terapeutik.79 
  Dalam pelaksanaannya perjanjian terapeutik ini harus didahului oleh 
adanya persetujuan antara tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi terhadap 
pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan atau yang lazim disebut 
dengan Informed Consent. Istilah transaksi atau perjanjian terapeutik 
memang tidak dikenal dalam KUH Perdata, akan tetapi dalam unsur yang 
terkandung dalam perjanjian terapeutik juga dapat diaktegorikan sebagai 
suatu perjanjian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1319 KUH Perdata, 
bahwa untuk semua perjanjian baik yang memiliki suatu nama khusus, 
maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada 
peraturan umum mengenai perikatan pada umumnya. Selain itu juga dalam 
ketentuan umum mengenai perikatan yang bersumber pada asas kebebasan 
berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 jo. Pasal 1320 KUH Perdata yaitu 
asas pokok dan sahnya perjanjian.  
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  Perjanjian terapeutik ini merupakan perjanjian yang sangat umum 
dilakukan sehingga besar pula kemungkinan terjadinya implikasi-implikasi 
hukum jika landasan hukumnya masih lemah. Berdasarkan Pasal 1365 KUH 
Perdata bahwa setiap perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan 
kerugian bagi orang lain maka orang yang menyebabkan suatu kerugian 
karena kesalahannya wajib mengganti kerugian tersebut. Pelanggaran 
terhadap perjanjian terapeutik merupakan segala bentuk perbuatan yang 
tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara dokter dengan pasien 
yang dapat berupa macam-macam perbuatan, misalnya dari hal sederhana 
seperti melakukan tindakan medis melewati waktu yang seharusnya, tidak 
memperlakukan pasien sebagaimana mestinya, salah dalam memberikan 
obat hingga penyembuhan yang karena kesalahan dokternya menyebabkan 
luka, cacat atau kematian pasien (malpraktik). Malpraktik sendiri merupakan 
sikap tindak yang salah dan kurangnya keterampilan dalam ukuran yang 
wajar.80 
  Akan tetapi bertitik tolak dari transaksi terapeutik ini, tidaklah 
mengherankan jika banyak ditemukan gugatan pasien terhadap dokter. 
Gugatan untuk meminta pertanggung jawaban dokter bersumber pada dasar 
dua hukum, yaitu: 1. Berdasarkan pada wanprestasi (Contractual Liability) 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata, 2. Berdasarkan 
perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatigedaad) sesuai dengan ketentuan 
Pasal 1365 KUHPerdata.81 Wanprestasi dalam pelayanan kesehatan baru 
terjadi apabila telah terpenuhi unsur-unsur berikut ini: 
(1) Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak 
terapeutik. 
(2) Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang 
menyalahi tujuan kontrak terapeutik. 
(3) Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan. 
  Apabila terjadi suatu kasus antara dokter dengan pasien dalam perjanjian 
terapeutik bentuk pertanggung jawaban yang dapat dilakukan apabila 
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pelanggaran tersebut berupa pelanggaran secara perdata yaitu melakukan 
wanprestasi terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati maka tanggung 
jawabnya berupa ganti rugi. Berdasarkan pada Pasal 58 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa:  
“setiap orang memiliki hak untuk menuntut ganti terhadap seseorang 
baik petugas kesehatan maupun penyelenggara kesehatan yang telah 
menimbulkan adanya kerugian akibat kesalahan ataupun kelalaian 
dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”  
 Maka pasien yang mengalami kerugian dapat menuntut 
pertanggungjawaban keperdataan oleh dokter yang bersangkutan melalui 
tuntutan ganti rugi. 
  Tak hanya sanksi dalam hukum perdata saja, namun sanksi yang 
didapatkan oleh dokter apabila melakukan pelanggaran dalam perjanjian 
terapeutik dapat berupa sanksi administrasi. Dalam Undang-Undang No. 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan tentang Majelis 
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang menerima 
pengaduan dan berwenang memeriksa dan memutuskan ada tidaknya 
kesalahan yang dilakukan dokter karena melanggar penerapan disiplin ilmu 
kedokteran dan menerapkan sanksi. Apabila ternyata didapati pelanggaran 
disiplin kedokteran, maka MKDKI meneruskan pengaduan pada organisasi 
profesi (IDI), maka IDI lah yang akan melakukan penindakan terhadap 
dokter tersebut. Sanksi administrasi tersebut dapat berupa:82 
a) Pemberian peringatan tertulis 
b) Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktek 
untuk sementara 
c) Pencabutan izin praktek secara tetap 
d) Diwajibkan mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan 
kedokteran 
Putusan tersebut kemudian ditentukan dan diberikan oleh Majelis Sidang, 
yaitu berupa pernyataan tidak bersalah atau pernyataan bersalah, dimana 
sanksi yang diterima berupa sanksi administratif. 83 
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b. Aspek Etika Medis dalam Kerahasiaan Kedokteran 
  Hubungan dokter dengan pasien sangat menjunjung tinggi kerahasiaan 
kedokteran, termasuk data-data pasien. Pemeriksaan, pengobatan dan 
perawatan melahirkan hubungan hukum antara pasien atau keluarganya 
dengan dokter dan atau rumah sakit, yang kemudian akan dicatat di dalam 
rekam medis (Medical Record). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam 
Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
bahwa: “setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang 
telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.” Dalam 
melakukan telekonsultasi melalui platform media online, kerahasiaan data 
pasien dapat menjadi isu yang sangat serius apabila rekam medis atau data 
mengenai nama pasien, foto profile pengguna platform telekonsultasi, 
penyakit yang diderita pasien serta rekomendasi obat yang diberikan oleh 
dokter kepada pasien tersebut bocor atau terkuak ke pihak yang tidak 
berwenang dan tidak bertanggung jawab untuk mengakses data tersebut. 
Misalnya telepon hilang atau diretas oleh pihak yang tidak bertanggung 
jawab. Perlu juga diketahui bahwa beberapa penyakit yang diderita pasien 
dapat dianggap sebagai aib dalam sebuah pergaulan masyarakat sehingga 
dari segi yuridis dan etik profesi penyelenggaraan pelayanan telekonsultasi 
melalui media online tidak sesuai dari apa yang diwajibkan pada dokter. 
Maka dari itu dalam sistem penggunaan layanan kesehatan media online 
perlu diatur mengenai perlindungan data pasien, supaya tidak mudah untuk 
diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan dan juga dapat memberikan 
perasaan aman dan terlindungi pada setiap penggunanya. 
  Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan layanan medis seperti telemedicine 
berindikasi timbulnya kejahatan hak atas privasi pasien yang menurut 
penulis merupakan suatu persoalan yang berpotensi menimbulkan masalah 
hukum sebab dalam pengoperasiannya, beberapa platform yang 
menggunakan pelayanan kesehatan dengan dasar pelayanan telemedicine 
khusunya telekonsultasi klinis yang menggunakan teknologi internet atau 
aplikasi ponsel umumnya menampilkan data riwayat konsultasi yang 
merupakan rekam medis antara pasien dengan dokter sehingga dapat lebih 





bagi pasien antara lain adalah sebagai dasar dalam mengetahui perhitungan 
biaya pembayaran pelayanan medis yang harus atau telah dikeluarkannya 
dan perkembangan penyakit, pengobatan, dan tindakan medis. Maka dari itu 
rekam medis yang baik, benar, dan lengkap serta bersifat rahasia 
merupakan informasi yang penting bagi pasien, sehingga ketiadaan, 
bocornya, atau kesalahan dalam pembuatannya memiliki akibat hukum. Oleh 
karena itu dalam pelaksanaannya harus dipertanyakan mengenai jaminan 
keamanan serta kehandalan telemedicine sebagai pelayanan kesehatan 
dengan menggunakan sistem elektronik.  
Di dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa: “setiap 
penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik 
secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya 
sistem elektronik sebagaimana mestinya.”84 Seperti apa yang telah 
dijabarkan dalam Undang-Undang tersebut, sudah seharusnya pelayanan 
kesehatan yang menggunakan media berbasis online seperti telemedicine 
wajib dioperasikan secara aman dan terpercaya, serta perlu memperhatikan 
syarat-syarat perihal data pasien. Mengingat bahwa dalam pelayanan 
kesehatan tersebut dioperasikan oleh tenaga kesehatan, yang dimana dalam 
profesinya tersebut telah diberikan suatu kewajiban atas pasien untuk 
menjaga rahasia kedokteran. Terdapat aturan lainnya yang menjabarkan 
mengenai kerahasiaan pasien dan dituang dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa: 
“setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah 
dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.”85 
 Mengacu pada penjabaran di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi 
alasan bagi dokter untuk membuka rahasia pasien. Hal tersebut telah diatur 
dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran dan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam medis yang masing-masingnya 
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sudah memiliki aturan. Pasal 48 Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran menyebutkan bahwa: 
“Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik 
kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Rahasia 
kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan 
pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam 
rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.” 
 
Mengenai ketentuan serta pengaturan lebih lanjut tentang rahasia 
kedokteran telah diatur dalam Peraturan Menteri. Adapun beberapa alasan 
dokter dalam membuka rahasia kedokteran diatur dalam Pasal 10 Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/111/2008 tentang Rekam 
Medis. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat 
pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal: 
(1) Untuk kepentingan kesehatan pasien; 
(2) Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka 
penegakan hukum atas perintah pengadilan; 
(3) Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri; 
(4) Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-
undangan; dan 
(5) Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang 
tidak menyebutkan identitas pasien.86 
Apabila seorang tenaga kesehatan melakukan pelanggaran dalam 
menjaga kerahasiaan kedokteran maka dapat dikenakan sanksi sebagai 
tanggung jawab. Dokter dianggap bertanggung jawab dalam bidang 
hukum perdata jika dokter tidak melaksanakan kewajibannya (ingkar janji), 
yaitu tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dan 
karena perbuatan melawan hukum.87 Pasien yang dirugikan dengan 
terjadinya hal tersebut pun dapat melayangkan gugatan perdata dan 
meminta pertanggungjawaban. 
Pada dasarnya, pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk 
memperoleh kompensasi atau kerugian yang diderita disamping mencegah 
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hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dasar untuk menuntut 
tanggung jawab dokter yang dianggap telah merugikan pasiennya adalah 
mengenai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang memberikan 
hak kepada yang dirugikan untuk menerima kompensasi dari pihak lain 
yang mempunyai kewajiban terhadap pihak yang menderita atas kerugian 
tersebut. 88 
Pasal 1365 KUHPer mengatur bahwa: “setiap perbuatan melanggar 
hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang 
yang keselahannya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian 
tersebut”. Berdasarkan ketentuan tersebut menurut pendapat penulis, 
apabila terjadi pembocoran rahasia mengenai penyakit pasien yang 
mengakibatkan kerugian terhadap pasien, maka orang yang membocorkan 
rahasia itu dapat digugat secara perdata untuk mengganti kerugian. 
Dari apa yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
diluar dari alasan-alasan yang telah disebutkan dalam pasal diatas, dokter 
tidak dapat  melanggar perjanjian terapeutik serta membuka rahasia 
kedokteran yang telah diwajibkan kepadanya. Perihal kewajiban utama dari 
seorang dokter yaitu melindungi hak pasien, salah satunya dengan 
menjaga kerahasiaan pasien yang melambangkan asas turunan moral, 
yaitu privacy (berarti menghormati hak privasi pasien), confidentiality 
(berarti kewajiban menyimpan informasi kesehatan sebagai rahasia), 
fidelity (berarti kesetiaan) dan veracity (berarti menjungjung tinggi 
kebenaran dan kejujuran).89 Dalam kode etik profesi kedokteran, setiap 
dokter wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya 
tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien tersebut meninggal 
dunia. 90 
  
2. Aspek Hukum Telemedicine 
   Sifat geografis negara yang terdiri dari banyak pulau menjadi 
salah satu kendala utama dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian 
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masyarakatnya untuk peduli dengan masalah kesehatan sosial.91 
Sehingga untuk menempatkan dokter ahli di seluruh pulau jelas memiliki 
kendala tersendiri. Sebagian besar dokter ahli lebih memilih untuk 
melakukan praktek di pusat kota, khususnya di ibu kota provinsi. Hal 
tersebut membuat masyarakat yang berada di kabupaten, kecamatan, 
atau desa terlebih lagi yang berada di daerah perbatasan terpaksa harus 
merasa cukup dengan pelayanan yang diberikan oleh dokter yang bukan 
spesialis atau bahkan mantri dan perawat. Kesenjangan pelayanan 
kesehatan serta persebaran dokter yang tidak merata di Indonesia, 
terutama dokter spesialis, menjadi salah satu masalah yang sulit diatasi. 
Terlepas dari beberapa permasalahan yang sudah dijelaskan, hasrat 
masyarakat Indonesia untuk melakukan pengobatan di negara lain juga 
cukup tinggi. 
 Kondisi seperti ini, sadar atau tidak sangat menghambat usaha 
pemerintah dalam meningkatkan pembangunan kesehatan di Indonesia. 
Sedangkan pembangunan kesehatan memiliki tujuan yang begitu berarti 
dalam upaya pembangunan nasional yaitu guna meningkatkan kesadaran, 
kemauan, serta kemampuan hidup sehat untuk setiap masyarakat supaya 
tercipta derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, serta 
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang 
produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk menanggapi krisis kesehatan 
di daerah pedesaan dan juga perbatasan di Indonesia seperti yang telah 
dijabarkan diatas maka dibutuhkan suatu cara yang bisa menangani 
permasalahan tersebut secara efektif dan efisien. Strategi yang digunakan 
tidaklah seperti model pelayanan kesehatan yang biasanya, melainkan 
pelayanan kesehatan yang membuat dokter dan pasien menjalankan 
konsultasi tanpa perlu bertatap muka secara langsung, hal tersebut 
disebut dengan Telemedicine. Telemedicine secara luas mengacu pada 
penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi yang diperlukan 
untuk menyediakan atau memberikan layanan kesehatan kepada 
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masyarakat yang terpisah secara geografis, termasuk dokter dan pasien.92 
Oleh karena itu, telemedicine dapat dikatakan merupakan salah satu cara 
yang paling tepat untuk mengatasi masalah kesehatan di tanah air, selain 
mendidik masyarakat tentang masalah kesehatan. 
 Telemedicine saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Kesehatan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Terlepas 
sudah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan untuk mengatur 
berjalannya telemedicine, peraturan tersebut hanya memfokuskan 
pengaturan terhadap telemedicine antara fasilitas pelayanan kesehatan, 
sedangkan tren yang sedang mendunia dalam dunia kesehatan salah 
satunya di Indonesia sekarang lebih mengacu kepada telekonsultasi klinis 
antara dokter dan pasien yang memanfaatkan platform media online. Dan 
mengenai isu ini belum diatur dalam peraturan tersebut. Menurut penulis, 
hal ini merupakan salah satu kekurangan yang terdapat dalam peraturan 
tersebut.  
 Jika dilihat dari sisi pasien, telekonsultasi yang dilakukan dengan 
menggunakan fitur percakapan secara online masih merupakan opsi yang 
paling populer lantaran sistem telekonsultasi dapat memberikan potensi 
untuk menghemat jarak dan waktu. Sementara jika dilihat dari sisi sistem 
kesehatan, belum terlihat upaya pengawasan secara sistematis dan 
sistemik dalam memastikan apakah hal yang dilakukan oleh dokter telah 
memenuhi ketentuan hukum tersebut. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 
belakangan ini mengeluarkan Peraturan No. 74 Tahun 2020 tentang 
Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada 
Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia.  
  Pada hakikatnya, peraturan ini sudah cukup mengatur 
mengenai syarat pelaku telekonsultasi, pemberian persetujuan sebelum 
melakukan telekonsultasi, kewajiban dokter dalam membuat dan menjaga 
rahasia rekam medis, izin untuk meminta pemeriksaan penunjang dan 
juga meresepkan obat, serta kewajiban melakukan telekonsultasi dengan 
menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan resmi. Namun, sesuai 
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dengan nama peraturannya, aturan ini hanya diterapkan pada masa 
pandemi Covid-19. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 11 Perkonsil 
Nomor 74 Tahun 2020 yang berbunyi: 
“Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan masa 
kedaruratan kesehatan masyarakat terhadap penanganan Covid-
19 yang ditetapkan pemerintah berakhir.”93 
 Dari apa yang telah ditetapkan dalam Pasal diatas, sangat 
disayangkan apabila pemberlakuannya hanya berlaku hingga penanganan 
Covid-19 berakhir. Karena disisi lain peraturan tersebut sudah cukup 
mengatur tentang telekonsultasi klinis. Praktek kedokteran dengan 
menggunakan aplikasi atau sistem elektronik seperti telemedicine dan 
telekonsultasi klinis mengandung potensi yang membahayakan dan dapat 
menyebabkan terjadinya perubahan orientasi, baik dalam tata nilai 
ataupun ideologi karena dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, 
budaya, peryahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan 
teknologi.94 Perubahan orientasi tersebut akan mempengaruhi proses 
penyelenggaraan pembangunan kesehatan.95 Terlebih lagi, meskipun 
sudah ada yang mengatur tentang perizinan telemedicine namun untuk 
telekonsultasi sendiri belum ada aturan perizinannya. Fasilitas pelayanan 
kesehatan semacam ini tidak dapat disamakan dengan fasilitas pelayanan 
kesehatan biasa. Dengan begitu maka untuk setifikat ataupun lisesnsinya 
juga harus berbeda. Adanya perbedaan ini dibutuhkan pengaturan hukum 
yang berbeda pula. Oleh karena itu meskipun telah ditetapkan 
pengaturan mengenai telemedicine, perlu juga ditetapkan standar serta 
pedoman nasional yang berbeda juga untuk penggunaan telekonsultasi 
agar dapat terwujud penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang 
bertanggung jawab, aman, bermutu, dan merata serta tidak diskriminatif. 
Semuanya ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, 
praktisi kesehatan dan masyarakat. Maka dari itu diharapkan pemerintah 
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serta KKI (Konsil Kedokteran Indonesia) dapat mengembangkan 
peraturan mengenai pemberlakuan telekonsultasi di masa depan. 
 
3. Aspek Sosio-teknologi Telemedicine 
 Pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai angka 
175,4 juta dengan penerobosan menyentuh 64%. Dapat dikatakan dari 
total 272,1 juta populasi manusia yang ada di Indonesia, sebesar 64% 
telah terhubung dengan internet. Indonesia sendiri pun termasuk dalam 
salah satu dari lima bagian negara pengguna media sosial tertinggi di 
seuruh dunia.96 Berdasarkan hal tersebut, besarnya presentase 
pemakaian internet di Indonesia manjadi salah satu alasan munculnya 
telemedicine yang memanfaatkan internet sebagai medianya. Munculnya 
perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan yang memanfaatkan 
internet ini menjadi bukti bahwa penggunaan internet tidak hanya 
memfokuskan pada kepentingan akan konten hiburan saja, namun juga 
telah merambah pada bidang kesehatan. Meskipun begitu, untuk 
daearah-daerah yang terpencil masih terdapat beberapa kelompok 
masyarakat yang belum mendapatkan akses internet. Munculnya 
telemedicine sangat relevan dan menjadi sebuah keniscayaan di 
Indonesia, yang memiliki area sangat luas, terdiri dari ribuan pulau, 
dengan infrastruktur transportasi penghubung masih belum baik, serta 
memiliki jumlah dokter yang sangat terbatas.  
 Menurut data Biro Pusat Statistik bedasarkan sensus penduduk 
tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa. 
Penyebaran penduduk yang tidak merata dan tidak berimbang dengan 
luas wilayah akan membawa dampak terhadap pemerataan pelayanan 
kesehatan. Kondisi geografis Indonesia yang mempunyai banyak 
pegunungan serta banyak dipisahkan oleh laut semakin mempersulit 
transportasi. Apalagi belum ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. 
Selain itu penyebaran tenaga kesehatan tidak merata. Hanya 20% tenaga 
kesehatan yang tersebar di daerah terpencil, sisanya memilih bekerja di 
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daerah perkotaan yang memiliki sarana memadai. Pemerintah telah 
berusaha mengatasi kesenjangan tenaga kesehatan ini dengan berbagai 
program bagi lulusan dokter. Misalnya dengan program internship, 
dimana penempatan dokter peserta internship ikatan dinas wajib 
melaksanakan tugas melalui penempatan di fasilitas kesehatan publik 
yang ditunjuk Menteri, seperti tercantum dalam pasal 14 butir ke 2 
Permenkes Nomor 39 tahun 2017 tentang Penyelengaraan Program 
Internship Dokter dan Dokter Gigi Indonesia, yang berbunyi “penempatan 
dokter paska internship dilaksanakan selama satu tahun dalam rangka 
pemerataan pelayananan kesehatan bagi masyarakat”. Tetapi 
pemerataan pelayanan kesehatan masih sulit dilakukan. 
 Saat ini, Indonesia memiliki rasio dokter per penduduk sebesar 
1:3333, terendah di Asia Tenggara yang memiliki rerata 1:769 dan masih 
dibawah rekomendasi World Health Organization (WHO) untuk memiliki 
rasio 1 dokter per 1000 penduduk.97 Di era modern ini, semakin banyak 
bermunculan program yang menawarkan konsultasi mengenai masalah 
kesehatan melalui internet atau aplikasi ponsel dengan menggunakan 
sistem telekonsultasi. Jenis inilah yang sedang banyak berkembang di 
dunia termasuk Indonesia.98 Walaupun diciptakan dengan maksud serta 
tujuan yang baik, tetapi layanan kesehatan jenis ini sangat sensitif 
dengan masalah etik, diantaranya keyakinan mengenai profesionalitas 
dokter atas informasi kondisi pasien yang didapatkan sangat terbatas, 
perbedaan harapan dokter dan pasien, serta masalah konfidensialitas.99 
Telemedicine sebagai salah satu upaya pemerataan kesehatan di 
Indonesia masih mempunyai hambatan dan kendala, beberapa 
diantaranya yaitu:100 
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1) Pengembangan infrastruktur komunikasi, terutama jaringan internet 
yang belum merata di Indonesia terutama jaringan internet yang 
belum merata di Indonesia terutama di daerah terpencil 
2) Ketersediaan hardware dan software, yang masih membutuhkan 
biaya mahal 
3) Sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas 
4) Kesenjangan teknologi antara daerah perkoraan dan daerah pelosok 
5) Regulasi yang belum memadai untuk mengatur penggunaan format 
digital 
6) Otentikasi, privasi dan keamanan data belum dapat terjamin 
sepenuhnya, sedangkan peningkatan sistem keamanan data akan 
meningkatkan biaya 
7) Sistem pembiayaan jasa bagi pemberi layanan telemedicine 
8) Akurasi data yang dikirimkan dikhawatirkan tidak memiliki kualitas 
yang cukup baik sehingga mempengaruhi proses penegakkan 
diagnosis dan terapi 
9) Relasi antara dokter dan pasien serta antar tenaga kesehatan yang 
tidak dilakukan secara langsung akan mengurangi kualitas relasi 
tersebut 
 Lebih lanjut, jika dilihat dari sudut pandang sosial dan budaya, 
terlebih lagi dalam kalangan masyarakat yang memiliki ikatan 
kekeluargaan yang kuat, masih sangat banyak pasien yang lebih memilih 
untuk melakukan konsultasi dengan bertemu dengan dokter yang 
menangani secara bertatap muka. Dampak dari perkembangan teknologi 
juga membuat cara konsultasi antar dokter dan pasien turut berubah, 
berawal dengan hanya dapat melakukan konsultasi dengan dokter secara 
konvensional seperti pada umumnya, hingga saat ini dapat melakukan 
konsultasi dengan dokter secara online. Di bawah ini penulis akan 
menjabarkan mengenai perbedaan antara konsultasi dokter secara 















Konsultasi Dokter Online 
1. 
Pasien diwajibkan untuk datang 
ke pusat pelayanan kesehatan 
apabila ingin melakukan 
konsultasi 
 
Pasien tidak perlu untuk datang ke 
pusat pelayanan kesehatan untuk 
konsultasi, cukup dengan 
menggunakan handphone atau 
alat komunikasi lainnya, dan dapat 
dilakukan dimana pun 
2. 
Pasien perlu mendaftarkan diri 
terlebih dahulu dan mengantri 
Pasien tidak perlu mendaftar 
3. 
Pemeriksaan pasien dilakukan 
secara manual dengan 
menggunakan alat-alat 
kedokteran, seperti stetoskop 
dan sebagainya 
Pasien tidak diperiksa dengan 
memakai alat kedokteran, seperti 
stetoskop dan yang sebagainya 
4. 
Dokter memberikan resep atau 
obat untuk dikonsumsi oleh 
pasien sesuai dengan hasil 
diagnosa 
Dokter dapat meresepkan obat 
bagi pasien, dan pasien dapat 
langsung membeli obat melalui 
aplikasi yang telah terhubung 
dalam layanan aplikasi 
telemedicine tersebut 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat dengan jelas mengenai 
perbedaan antara konsultasi dokter konvensional dengan konsultasi 
dokter online. Apabila pasien hanya sekedar ingin berkonsultasi seputar 
masalah kesehatan secara umum, maka konsultasi dengan dokter secara 
online merupakan salat satu pilihan yang terbaik. Namun, apabila pasien 
sedang dalam situasi yang mengharuskan pasien untuk secepatnya 
melakukan tindakan khusus, maka dalam hal ini pasien wajib untuk 





Oleh karena itu, menurut hemat penulis, apabila pasien mendapati 
masalah kesehatan yang cukup serius, hendaknya melakukan konsultasi 
secara langsung ke klinik atau rumah sakit agar mendapatkan hasil 
diagnosa yang lebih tepat dan akurat. 
Oleh karena itu, dengan terjadinya pergeseran sosial dan budaya 
dari konsultasi tradisional ke telemedicine akan membutuhkan waktu 
yang cukup lama agar semua sistem merata, terutama di daerah 
pinggiran dan pedalaman. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia 
dengan lebih dari 13 ribu pulau, ketimpangan alokasi antara daerah 
perkotaan dan pedesaan juga masih sangat besar, hanya terdapat 20% 
dokter yang melakukan praktek di daerah pedesaan. Masalah keamanan, 
rendahnya honor dan pencairan budget yang terlambat akibat 
desentralisasi dan otonomi daerah membuat praktek di daerah terpencil 
dan terdepan menjadi kurang diminati.101 Maka dari itu diciptakanlah 
teknologi kesehatan seperti telemedicine yang dapat mempermudah 
masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil dan susah untuk 
mendapatkan akses berobat secara langsung ke klinik atau pun rumah 
sakit.  
Penggunaan telemedicine semakin hari semakin meningkat dari 
tahun ke tahun, sudah ada banyak layanan kesehatan di dunia saat ini 
yang telah mengadopsinya. Daya guna telemedicine dalam 
memperantarai pemberian layanan kesehatan baik promotif maupun 
preventif telah dibuktikan oleh banyaknya penelitian. Efektivitas 
telemedicine telah dilaporkan mampu dalam membantu melakukan 
promosi kesehatan reproduksi102, mengontrol obesitas, mendorong 
peningkatan aktivitas fisik, diet sehat, berhenti merokok, mengontol 
minuman beralkohol dan lain-lain.103 Berdasarkan data survei yang telah 
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dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 
diungkapkan bahwa penetrasi internet sejumlah 100% telah banyak 
ditemukan pada anak remaja yang menginjak usia sekitar 10 sampai 14 
tahun, terutama pada siswa. Penetrasi internet sebesar 100% pun juga 
didapati pada para pegawai yang berada di sektor privat dan juga sektor 
kesehatan. 
Perkembangan teknologi ini jelas membawa peluang serta dapat 
menjadi kekuatan untuk menunjang berjalannya metode kesehatan 
digital sebagai ujung tombak program kesehatan di Indonesia. Teknologi 
telekomunikasi dengan memanfaatkan jaringan satelit, jaringan Palapa 
Ring, 3G serta 4G saat ini telah dapat menjangkau segala penjuru negeri. 
Pemerintah dapat memanfaatkan perangkat telekomunikasi yang sudah 
tersedia untuk telemedicine seperti satelit, Mobil Unit Bencana, komputer 
sekolah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sangat penting untuk 
melakukan kerjasama intersektoral antar lembaga negara.  
Terdapat banyak keuntungan apabila sistem telemedicine 
digunakan dalam bidang kesehatan, contohnya seperti pertukaran 
informasi medis yang terbuka antara pasien dengan tenga kesehatan 
dengan menggunakan teknologi elektronik akan membawa dampak 
dalam peningkatan fasilitas kesehatan dan status kesehatan seorang 
pasien. Selain itu, telemedicine dapat digunakan sebagai alat 
pembelajaran tempat para dokter di seluruh dunia berdiskusi dan 
bertukar pendapat. Telemedicine sendiri sudah dianggap sebagai 
integrasi layanan medis dan teknologi informasi dan komunikasi.104 Akses 
kesehatan yang lebih baik, efisien, berkualitas dan cost effective 
merupakan beberapa keuntungan utama dalam penggunaan 
telemedicine.105  
Sulitnya akses pelayanan kesehatan yang ada di daerah terpencil 
merupakan salah satu masalah yang besar di Indonesia. Namun masalah 
tersebut dapat dijembatani dengan penggunaan telemedicine untuk 
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melayani dan memberikan penanganan pasien di daerah terpencil oleh 
tenaga kesehatan, karena telemedicine tidak memiliki batasan waktu dan 
tempat diantara pasien dan tenaga kesehatan. Dengan adanya potensi 
implikasi dalam berbagai aspek seperti apa yang terlah dijabarkan di atas, 
maka diharapkan bagi pemerintah untuk memastikan sistem kesehatan 
dan sistem pendidikan kedokteran wajib mengambil langkah-langkah 
untuk mencegah terjadinya potensi implikasi yang dapat ditimbulkan 
pada masa mendatang. 
  
4. Aspek Perlindungan Dokter  
Standar pendidikan formal seorang dokter harus terpenuhi secara 
akademis maupun yuridis, artinya berdasarkan standar akademis formal 
yang dibutuhkan dengan lulus pendidikan formal kedokteran, seorang 
tenaga medis telah memiliki standar kemampuan awal untuk bisa 
melakukan tugas pelayanan medis. Dalam perkembangan selanjutnya, 
standar awal saja ternyata tidak cukup bagi seorang tenaga medis, 
karena harus ditambah dan dilengkapi dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang terjadi setiap saat. Dunia kedokteran 
selalu mengalami perkembangan, bahkan perkembangannya dianggap 
sangat pesat. Bagi tenaga medis yang tidak mengikuti perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi akan ketinggalan. Tenaga medis yang 
ketinggalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
ada kaitannya dengan dunia medis, apabila ia menjalankan tugas 
pelayanan medis dapat diklasifikasikan seorang tenaga medis yang tidak 
memenuhi standar, apabila ia melaksanakan tugas dan ternyata 
membawa dampak negatif dapat diklasifikasikan telah terjadinya 
kesalahan atau kelalaian, yang kini lebih dikenal dengan sebutan 
malpraktek.106 
Tindakan malpraktek medik oleh dokter memang mungkin saja terjadi, 
baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian. Terlebih lagi apabila 
tindakan medis yang dilakukan oleh dokter diselenggarakan dengan 
telemedicine dari jarak jauh. Bagaimanapun juga sebagai manusia biasa 
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yang penuh dengan kekurangan, dokter tidak bisa lepas dari 
kemungkinan untuk melakukan kekeliruan dan kesalahan karena 
merupakan sifat kodrat manusia. 
Profesi kedokteran bukanlah bidang ilmu yang semuanya pasti dapat 
diukur. Profesi kedokteran menurut Hipocrates merupakan gabungan 
atau perpaduan antara pengetahuan dan seni (science and art). Seperti 
dalam melakukan diagnosis merupakan seni tersendiri dari dokter, karena 
setelah mendengar keluhan pasien, dokter akan melakukan imajinasi dan 
melakukan pengamatan yang seksama terhadap pasiennya. Pengetahuan 
atau teori-teori kedokteran serta pengalaman yang telah diterimanya 
selama ini menjadi dasar melakukan diagnosa terhadap penyakit pasien 
dan diharapkan diagnosisnya mendekati kebenaran. 
Pasal 50 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktek Kedokteran menyebutkan bahwa,  
“dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran 
mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang 
melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar 
prosedur operasional” 
Apabila seorang dokter atau dokter gigi telah melaksanakan pelayanan 
medis atau praktek kedokteran telah sesuai dengan standar profesi dan 
standar prosedur operasional, maka dokter atau dokter gigi tersebut tidak 
dapat dituntut, baik secara administrasi, perdata, maupun pidana. Untuk 
menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan perlu diatur standar 
atau ukuran yang dapat digunakan sebagai perlindungan bagi profesi 
dokter dalam menjalankan tugasnya. Pada dasarnya baik di dalam UU 
Kesehatan, UU tenaga Kesehatan dan UU Praktik Kedoteran sudah 
diberikan rambu-rambu tentang perlindungan hukum terhadap profesi 
kedokteran. Mengingat bahwa hubungan medik antara dokter dan pasien 
adalah hubungan hukum perjanjian maka tentunya para pihak baik dokter 
maupun pasien mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang. 
Hubungan yang seimbang ini juga diatur dalam Pasal 3 UU Praktik 
Kedokteran yang menyatakan bahwa penyelenggaran praktek kedokteran 






Adapun standar perlindungan bagi dokter dalam memberikan 
pelayanan kesehatan dapat dilihat dalam beberapa pasal sebagai berikut: 
a. Pasal 27 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan  
Menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan 
imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 
sesuai dengan profesinya. Profesi dokter perlu mendapatkan 
jaminan perlindungan hukum dalam rangka memberikan kepastian 
dalam melakukan upaya kesehatan kepada pasien. 
b. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 
tentang Tenaga Kesehatan  
Menyatakan hal yang sama bahwa perlindungan hukum diberikan 
kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan 
standar profesi tenaga kesehatan. Standar profesi sendiri 
dilandaskan pada ukuran universal, yaitu ilmu pengetahuan dan 
pengalaman, bukan ukuran pribadi dari para dokter. 
c. Pasal 44 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran  
Secara spesifik mengatur bahwa dokter dan dokter gigi dalam 
menyelanggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar 
pelayanan kedokteran. Apabila tindakan yang dilakukan oleh dokter 
menyimpang dari unsur-unsur standar pelayanan kedokteran, 
maka dokter dapat dikatakan telah melakukan kelalaian atau 
kesalahan. Kelalaian itu sendiri menurut hukum dapat 
dikategorikan sebagai pelanggaran pidana maupun perdata. Secara 
perdata diatur dalam Pasal 1365, 1366 KUHPer yang didalamnya 
mengatur secara baik mengenai kesengajaan maupun kelalaiannya 
merugikan orang lain dan wajib mengganti kerugian. 
d. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran 
Juga dikatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi dalam 
menyelenggarakan praktik kedokteran wajib membuat rekam 
medis. Untuk mengetahui dan memastikan bahwa seorang dokter 





standar operasional prosedur maka dokter diwajibkan untuk selalu 
membuat rekam medis, sehingga dengan demikian apabila terjadi 
ketidaksesuaian dengan standar profesi maupun standar 
operasional prosedur dapat dengan mudah diketahui dan dengan 
mudah pula dibuktikan. Berdasarkan adanya kewajiban membuat 
rekam medis maka pada dasarnya baik seorang dokter maupun 
pasien mendapatkan perlindungan hukum yang sama. 
e. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran 
Menyebutkan bahwa dokter memperoleh perlindungan hukum 
sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan 
standar prosedur operasional. Standar prosedur operasional 
merupakan standar yang sudah dibakukan oleh lembaga pelayanan 
kesehatan yang tertulis dan diketahui oleh siapapun, oleh karena 
itu setiap orang yang terlibat dalam pelayanan medis wajib 
mematuhi dan mengetahui standar prosedur operasional. Standar 
prosedur operasional saat ini pun sudah dipublikasikan secara 
umum sehingga setiap masyarakat maupun pasien juga 
mengetahui standar yang akan dilakukan dalam setiap pelayanan 
medis. 
Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut apabila dianalisis sudah 
sangat jelas dan gamblang. Bahwa penegakan hukum jelas 
memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada para 
yustisiabel atau pencari keadilan, kemudian jika dilihat dari hubungan 
medis pencari keadilan merupakan seorang pasien maupun dokter, 
maka dari itu yang harus mendapatkan perlindungan hukum adalah 
keduanya. Tidak ada pembedaan dalam memberikan perlindungan 
hukum, dengan demikian jelas sudah adanya equality before the law.  
 
5. Aspek Perlindungan Pasien 
Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia, maka 
kebutuhan itu akan senantiasa untuk dipenuhi dalam rangka 
peningkatan kualitas kesehatan manusia, agar dalam kehidupannya 





dikenal dengan upaya kesehatan dan objek dari upaya kesehatan 
adalah pemeliharaan kesehatan, baik pemeliharaan kesehatan 
masyarakat maupun pemeliharaan kesehatan individu. Pada pelayanan 
kesehatan individu terdapat hubungan antara pasien,  dokter/tenaga 
kesehatan dan rumah sakit. Hubungan itu menjadi landasan bagi 
pengaturan kaidah-kaidah mengenai kesehatan untuk melindungi 
pasien berupa hukum kesehatan dan norma-norma lain seperti moral, 
etik, kesulilaan, kesopanan dan ketertiban. 
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. 
Semakin banyak dan beragamnya penyakit yang diderita manusia yang 
berkaitan dengan perubahan gaya hidup yang dipengaruhi oleh 
kemajuan jaman, menyebabkan kebutuhan manusia akan pelayanan 
kesehatan semakin meningkat. Teknologi ingormasi dan komunikasi 
memiliki potensi yang besar untuk menghadapi masalah yang dimiliki 
oleh negara berkembang dengan menyediakan akses cepat, cost 
effective, dan perawatan kesehatan yang berkualitas. Untuk 
memberikan pelayanan berkualitas dan bertanggung jawab, para 
penyedia layanan konsultasi dokter secara online bekerja sama dengan 
para dokter untuk melayani konsultasi pengguna. Kendati demikia, 
posisi konsultasi yang dilakukan tidak untuk menggantikan 
pemeriksaan dokter yang dilakukan secara langsung. 
Manusia dalam kehidupannya memiliki hak-hak dasar yang lebih 
dikenal dengan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung 
tinggi. Pada dasarnya hak-hak (asasi) pribadi subjek hukum (dalam hal 
ini adalah pasien) dalam hukum kesehatan adalah: hak untuk hidup, 
hak untuk mati secara wajar, hak pengormatan terhadap integritas 
badaniah dan rohaniah, dan hak atas tubuh sendiri.107 
Untuk melindungi pasien dari kesalahan dan kelalaian pelayanan 
kesehatan, pada tahun 1992 telah diundangkan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan pada tahun 1999 telah   
diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. Mengenai kedudukan pasien sebagai 
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konsumen jasa pelayanan kesehatan dan dokter atau tenaga 
kesehatan sebagai sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa pelayanan 
kesehatan sendiri masih terjadi perdebatan. 
Pihak yang berpendapat bahwa kedudukan pasien sebagai 
konsumen jasa pelayanan kesehatan dan dokter atau tenaga 
kesehatan sebagai pelaku usaha dalam bidang jasa pelayanan 
kesehatan beralasan bahwa pasien agar selalu berpedoman pada 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. Hal ini didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan 
756/2004, yang menyatakan bahwa jasa layanan kesehatan termasuk 
bisnis. Bahkan, World Trade Organization (WTO) memasukkan Rumah 
Sakit (RS), dokter, bidan maupun perawat sebagai pelaku usaha. 
Dengan demikian jelas bahwa kedudukan pasien sebagai konsumen 
dan dokter atau tenaga kesehatan maupun rumah sakit sebagai pelaku 
usaha, oleh karena itu penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hal yang tepat. 
Sejalan dengan hal tersebut, hubungan dokter dengan pasien 
dalam hukum perdata berpangkal pada hubungan antar subyek 
hukum, yaitu dokter atau tenaga kesehatan sebagai pihak yang 
menerima pelayanan kesehatan dalam transaksi terapeutik atau yang 
terikat dalam perjanjian penyembuhan yang merupakan transaksi 
untuk mencari atau menentukan terapi atau tindakan medis yang 
paling tepat bagi pasien oleh dokter. Transaksi terapeutik sebagai 
perjanjian penyembuhan yang merupakan bentuk hubungan hukum 
yangbersifat inspanningsverbintenis, yakni seorang dokter berusaha 
atau berdaya upaya secara maksimal untuk menyembuhkan penderita. 
Secara tegas dapat dipahami bahwa hubungan hukum ini bukan suatu 
pengikatan diri oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya 
untuk suatu pencapaian hasil yang konkrit atau dapat secara riil 
dipastikan, jadi tidak bersifat resultaatsverbintenis semata. Di samping 
itu, antara dokter dan seorang penderita yang meminta consult atau 






Setiap transaksi tentunya tidak pernah terlepas dengan adanya 
resiko, baik dilakukan dengan sengajamaupun tidak sengaja. Untuk 
memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan 
transaksi maka perlu adanya pertanggungjawaban dari masing-masing 
pihak. Tanggung jawab sendiri merupakan sesuatu yang timbul karena 
adanya hubungan hukum sehingga menimbulkan adanya hak dan 
kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait.  
Transaksi elektronik antara perusahaan aplikasi dalam pelayanan 
kesehatan online dan konsumen sudah dimulai ketika konsumen atau 
pengguna mengunduh aplikasi jasa layanan kesehatan online tertentu. 
Dalam proses instalasi, calon konsumen diminta untuk memberi pilihan 
setuju atau tidak setuju pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan 
oleh perusahaan aplikasi dalam aplikasi telemedicine. Apabila calon 
konsumen menekan tombol setuju, pada saat itulah kontrak elektronik 
lahir. Ini adalah tahapan penting yang seringkali dilewati oleh 
penginstall aplikasi, dimana calon konsumen belum sepenuhnya 
paham dan membaca secara teliti syarat dan ketentuan dari aplikasi 
yang ditetapkan oleh perusahaan aplikasi telemedicine. 
Perusahaan penyedia jasa aplikasi dalam layanan telemedicine 
seperti Halodoc dan Alodokter hanya memiliki tanggung jawab 
terhadap penggunaan aplikasi karena statusnya yang hanya sebagai 
penghubung antara konsumen dengan penyedia layanan kesehatan 
yaitu mitra dari perusahaan aplikasi ini, yang penyelesaiannya bisa 
dengan mengirimkan keluhan melalui electronic mail kepada pihak 
perusahaan aplikasi terkait dan melalui forum penyelesaian sengketa 
yang terdapat dalam klausula syarat dan ketentuan aplikasi. Apabila 
dikemudian hari konsumen dirugikan oleh pelayanan kesehatan yang 
disediakan oleh mitra perusahaan aplikasi yang terdapat dalam aplikasi 
pelayanan telemedicine, dimana berdasarkan syarat dn ketentuan yang 
ditetapkan, perusahaan aplikasi dalam pelayanan kesehatan online 
atau telemedicine memiliki dasar untuk melepaskan diri dari tanggung 
jawab, seperti yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat 1 Syarat dan 
Ketentuan Aplikasi Halodoc yang menyatakan: “Kami tidak 





langsung maupun tidak langsung, materiil maupun immateriil yang 
disebabkan oleh interaksi antara para Penyedia Layanan dengan Anda 
melalui Aplikasi. Kami juga tidak bertanggung jawab atas kesalahan 
atau tindakan apapun yang dilakukan oleh para Penyedia Layanan 
selama pelaksanaan Layanan. Penyedia Layanan hanya merupakan 
mitra kerja Kami, bukan pegawai, agen atau perwakilan Kami”, Pasal 6 
Ayat 3 Syarat dan Ketentuan Aplikasi Halodoc yang juga menyatakan 
bahwa: “Dengan menggunakan Aplikasi, Anda setuju bahwa Kami 
tidak bertanggung jawab kepada Anda atau pun kepada pihak lainnya 
untuk segala kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang diambil 
Anda atau pihak lain berdasarkan pemesanan obat, vitamin alat 
kesehatan, dan Lab Service (Layanan Laboratorium) melalui Aplikasi. 
Ketentuan tersebut di atas akan tetap berlaku meskipun Anda tidak 
lagi menggunakan Aplikasi.”, Pasal 10 Syarat dan Ketentuan Aplikasi 
Halodoc menyatakan bahwa: “Aplikasi atau Web App ini disediakan 
“sebagaimana adanya” dalam arti Anda mengakui dan menyetujui 
bahwa seluruh risiko yang ditimbulkan dari penggunaan fitur Aplikasi 
atau Web App oleh Anda tetap sepenuhnya ada pada Anda dan Anda 
tidak memiliki hak untuk meminta ganti rugi apapun dari Kami.” 
Selain Halodoc, perusahaan aplikasi dalam pelayanan kesehatan 
online atau telemedicine lainnya yaitu Alodokter juga memiliki dasar 
untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, maka konsumen tidak 
dapat berbuat apapun. Seperti yang terdapat dalam Pasal 6 Huruf A 
Syarat dan Ketentuan Aplikasi Alodokter yang menyatakan bahwa: 
“Kami tidak bertanggung jawab atas cedera, kematian, kerusakan, 
atau kerugian apa pun yang dialami oleh Anda akibat praktik Penyedia 
Layanan atau pihak ketiga lain apa pun. Kami juga tidak bertanggung 
jawab atas pelanggaran atau tindakan kriminal apa pun yang dilakukan 
oleh Penyedia Layanan mana pun selama melaksanakan Layanan. 
Penyedia Layanan hanyalah mitra kerja kami, bukan karyawan, agen, 
atau perwakilan kami.”, dan Pasal 7 Huruf A dari Syarat dan Ketentuan 
Aplikasi Alodokter yang menyatakan: “Anda setuju untuk melindungi, 
memberikan ganti rugi, dan membebaskan kami dan pihak mana pun 





biaya, kerusakan, kerugiam, tanggung jawab, dan pengeluaran 
(termasuk biaya pengacara)”. 
Keabsahan dari perikatan yang muncul sebagai konsekuensi dari 
pilihan setuju atas syarat dan ketentuan yang ada pada saat proses 
instalasi dapat dikaji dari aspek hukum perjanjian. Menurut Subekti, 
kemungkinan dimana seseorang yang memberikan jawaban atas 
penawaran tidak membaca surat penawaran, itu menjadi 
tanggungannya sendiri, dimana menurut hukum dianggap sepantasnya 
membaca surat-surat penawaran yang diterimanya dalam waktu yang 
sesingkat-singkatnya. Secara hukum, alasan tidak atau belum 
membaca isi perjanjian tidak dapat mengakibatkan batalnya suatu 
perjanjian. Itulah mengapa ketelitian dalam membaca syarat-syarat 
perjanjian yang ditawarkan oleh pihak lain menjadi syarat mutlak. 
Pada dasarnya perusahaan aplikasi dalam pelayanan kesehatan 
online seperti Halodoc dan Alodokter yang merupakan perusahaan 
penyedia jasa teknologi yang menghubungkan antara konsumen 
dengean penyedia layanan jasa kesehatan (dokter serta mitra lainnya) 
tidak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, 
karena kedudukan aplikasi ini yang hanya sebagai penghubung antara 
penyedia jasa dengan konsumen. Apabila suatu saat ditemukan 
kerugian bagi konsumen dan dengan alasan yang dapat diterima 
mengapa kerugian tersebut dapat terjadi yang menyebabkan 
timbulnya suatu keluhan atau tuntutan penggantian rugi itu akan 
ditujukan kepada pihak penyedia jasa (mitra dari aplikasi penyedia 
layanan kesehatan). Dasar hukum pasien sebagai konsumen pengguna 
layanan jasa kesehatan dalam mengajukan gugatan adalah untuk 
meminta pertanggungjawaban yang meliputi ingkar janji (wanprestasi) 
pada Pasal 1239 KUHPer dan Pasal 1365 KUHPer merupakan dasar 
aturan perbuatan melanggar hukum.108 
Permohonan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada dokter 
atau mitra lainnya sebagai penyedia layanan kesehatan atas 
kesalahannya yang merugikan konsumen yang disebabkan oleh 
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kelalaian dan kurang hati-hati dalam menjalankan tugas 
profesionalnya. Dalam kedududkan dokter ataupun pihak lainnya yang 
berstatus sebagai attending physician (mitra), maka dokter serta mitra 
lainnya bertanggung jawab sendiri atas kelalaian tindakan atau 
pemberian barang dan/jasa tersebut. 
Pertanggungjawaban dokter dan mitra lainnya sebagai penyedia 
jasa kesehatan/pelaku usaha yang menyediakan jasa kesehatan diatur 
dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, yaitu: 
a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) 
hari setelah tanggal transaksi 
d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 
kesalahan. 
Pertanggungjawaban ini diatur pula dalam Pasal 58 Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa, 
“setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, 
tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang 
menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam 
pelayanan kesehatan yang diterimanya.” 
Permohonan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada penyedia 
jasa yang berstatus sebagai mitra dari perusahaan aplikasi dalam 
pelayanan kesehatan online seperti Halodoc dan Alodokter, akan 
diproses keluhannya karena kedudukan aplikasi ini sebagai 





 Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian 
dalam menjalankan profesinya kelalaian tersebut harus diselesaikan 
terlebih dahulu melalui mediasi. Namun, apabila nanti ditemukan 
keadaan ketika penyedia jasa layanan kesehatan (mitra dari 
perusahaan aplikasi dalam pelayanan kesehatan online) menolak untuk 
memberikan ganti rugi terhadap konsumen maka konsumen memiliki 
hak untuk mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketan 
Konsumen (BPSK) atau ke badan peradilan tempat dimana konsumen 
itu berada tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang itu 
disebutkan bahwa pelaku usaha yang menolak dan atau tidak 
memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat 
digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau 
mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. 
Maka dari itu, salah satu unsur penting yang diatur dalam perjanjian, 
termasuk perjanjian elektronik adalah mengenai forum penyelesaian 
sengketan, yang pada umumnya diletakkan pada bagian akhir kontrak, 
tepatnya sebelum bagian penutup. Pada aplikasi Halodoc mengenai 
forum penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 11 ayat 7 dari Syarat 
dan Ketentuan Aplikasi Halodoc, sedangkan pada aplikasi Alodokter hal 



















Berdasarkan uraian hasil penelitian serta pembahasan pada bab 
sebelumya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam penulisan 
skripsi ini yaitu: 
1. Pelaksanaan telemedicine di Indonesia masih memiliki banyak kendala 
dari sisi etik dan hukum. Perkembangan telemedicine pun masih belum 
berjalan selaras dengan regulasi yang dibuat. Dari sisi etika yang 
mengacu pada prinsip bioetika beneficience, non-maleficence, autonomy, 
dan justice, praktik telemedicine memungkinkan untuk membahayakan 
keselamatan pasien karena dokter tidak melakukan pemeriksaan secara 
langsung pada pasien. Relasi antara dokter dengan pasien juga semakin 
memudar. Di sisi lain hal ini juga akan membahayakan posisi dokter yang 
melakukan telemedicine karena saat ini semakin banyak beredarnya 
tutuntan malpraktik. Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan belum cukup 
sebagai pedoman pelaksanaan telemedicine di Indonesia, karena aturan 
yang ada di dalamnya tidak cukup terperinci. Belum adanya penjelasan 
mengenai registrasi dan aturan pembiayaan merupakan salah satu 
kekurangan dalam permenkes ini. Apabila permenkes ini tidak diperjelas 
dengan peraturan pelaksanaannya, dikhawatirkan layanan telemedicine 
akan “mati suri” dan tidak tercapai tujuan semula yaitu pemerataan 
layanan kesehatan di Indonesia. 
2. Munculnya telemedicine atau pelayanan kesehatan secara online 
dimasyarakat tidak hanya dapat mengurangi jarak dan mempersingkat 
waktu saja, tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan hukum. 
Sebagian masalah besar dari kemunculan telemedicine ini umumnya 
meliputi penyerahan lisensi, hak privasi pasien serta rekam medis 
elektronik pasien, pedoman serta tata cara klinis, tanggung jawab dari 
seorang dokter, juga tanggung gugat jika terjadinya kerugian yang 





mengenai telemedicine agar tidak terjadinya implikasi-implikasi hukum 
yang tidak diinginkan dan agar telemedicine dapat berjalan sesuai dengan 
tujuannya. 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Hendaknya bagi pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih 
terperinci berkaitan dengan etik dan hukum, sehingga pelaksanaan 
telemedicine tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga tidak 
membahayakan bagi pihak pemberi maupun penerima layanan 
telemedicine. Dan juga dengan ditetapkannya Permenkes Nomor 20 
Tahun 2019 diharapkan dapat memicu adanya aturan tentang 
telemedicine yang tidak hanya antar fasilitas pelayanan kesehatan, 
namun juga antar dokter dan pasien secara pribadi sehingga dapat 
memfasilitasi perkembangan telemedicine yang saat ini mulai 
berkembang di Indonesia. 
2. Diharapkan agar pemerintah untuk memastikan sistem kesehatan 
berjalan secara baik dan benar serta pendidikan kedokteran wajib untuk 
mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya potensi implikasi 
hukum, tak hanya itu saja, tetapi masyarakat juga perlu diedukasi 
mengenai hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa layanan 
kesehatan online guna untuk meminimalisir terjadinya permasalahan-
permasalahan hukum dalam berbagai aspek selama berjalannya sistem 
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